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BUFPATI BANDUNG

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 22
Tahun 1999. tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya Tata Naskah Dinas
sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas —
tugas administrasi Pemerintahan :

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Tata Naskah
Dinas  Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,
dengan Keputusan Bupati.

Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 )

Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 Y%

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara
(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 176 );

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang
Negara ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1636 );

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor .3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 'ahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan kewenangan Propinsi sebagai Derah Otonom ( Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
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Kcputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknis penyusunan
Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata
Kearsipan Departemen Dalam Negeri;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur
Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

Keputusan hersama Menteri Parawisata Pos.dan Telekomunikasi dan Menteri
Dalam Negeri Nomor B 48 / IIk 103 / MPTP - 83 Nomor 25 Tahun 1988
tentang Kode Pos Indonesia ;

Keputusan Menleri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun
1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi
Departemen Dalam Negeri ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 48 l'ahun
2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten / Kota ;

Pcraturan Dacrah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung ( Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D ).

MEMUTUSKAN :

Mencuapkan @ KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

L.

Daerah adalah Kabupaten Bandung .

Bupali adalah Bupali Bandung .

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung .

Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung beserta perangkat Daerah Otonom
vang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Pzmerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi ;
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung ;

Instansi /Satuan Organisasi adalah Instansi / Satuan Organisasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung ;

Kecamatan adalah Merupakan peranghat Daerah vang dipimpin oleh Kepala
b /) .
Kecamatan ;

~epala Kecamatan disebut Camat ;
Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis:

Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Naskah Dinas yang memuat sebutan
pimpinan Instansi Satuan / Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung; '

Stempel Jabatan adalah alat / cap yang digunakan untuk mengesahkan snatu
naskalt dinas yang telah ditandatangani oleh Bupati, atau Waki] Bupati, Camat
dan Lurah ;

Stempel Instansi adalah alat / cap yang digunakan untuk mensahkan suam naskah
dinas yang telah difandatangani pejabal vang diberi wewenang atas nama Rupati/
Wakil Bupati, atas nama Camat, dan atas nama Lurah ;

Sampul Naskah dinas adalah Sampul atau alat pembungkus naskah dinas vang
mempunyai kop sampul naskah dinas;

Papan nama Instansi adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat instansi;

Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari sampul Naskah Dinas vang
memuat sebutan Pimpinan Pemerintah Daerah atau Instansi dan Nama ;

Nashah Dinas di Iinghungan Pemeriniash Kabupalen Bandung dirumuskan dalam
susunan dan bentuk produk — produk hukum / peraturan perundang - undangan dan

Pasal 3

MNackah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung diolal oleh instansi /
T'eringhat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,



Pasal 4
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ditandatangani oleh
Bupati, Wakil Bupati, Kerua / Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, setta

Perangkat Daerah atau pejabat di lingkungan Pemerintah yang diberi wewenang
untuk itu ;

Pasal 5
Benfuk Naskah Dinas serta pejabal yang diberi wewenang  untuk menandalangani /
Waskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum
pada Lampiran I Keputusan ini; .

Pasal 6

Kop Naskah Dinas pada Peraturan Daerah menggunakan Lambang Daerah dengan
Stempel Jabatan Penandatanganan.

Pasal 7
Ketentuan - ketentuan yang mengatur Naskah Dinas yang karena sifat kekhususannya
tidak diatur dalam Keputusan ini, tetap berpedoman kepada ketentuan - ketentuan
vang berlaku secara Khusus,

BAB III

STEMPEL JABATAN DAN STEMFEL INSTANSI
Bagian Pertama
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 8

(1) Stompel Jabatan dan Stempel Instansi berbentuk lingkaran.

(2) Stempel Jabatan dan Stempel Instansi sebagaimana dimaksud dalam avat (1) Pasal
i terdiri dari

a. garis lingkaran luar;
b. garis lingkaran tengah;
¢. garis lingkaran dalany;
d. isi stempel.
Pasal 9
Ukuran stempel sebagaimana dimaksud pada Pasal § Avat ( 2) adalah :

a  Uluran garis engah lingkaran luar stempel jabalan dan slempel instansi
adalah 4 cm.

b.  TUhuran garis tengah lingkaran tenigah stempel jabatan dan stempel instansi adalah
38cm;



c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel instansi adalah
2,7 cmy
-y i |

d. Jarak antara 2 ( dua ) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cin,
Pasal 10

(1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan nama Daerah yang bersangkutan dengan
pembatas tanda bintang :

(2) Stempel Jabatan Kepala Daerah menggunakan Lambang Negara |
(3) Stempel Jabatan Ketua DPRD menggunakan Lambang Daeral

(4) Stempel Instansi berisi nama instansi dan Daerah yang bersangkutan tanpa
menggunakan lambang.

Pasal 11

Stempel untuk keperluan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung,

Pasal 12
Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel Jabatan dan Stempel Instansi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan
ini .

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 13
Pcjabat yang berhak mempunyai dan menggunakan stempel jabatan scbagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan (3), Keputusan ini vaitu Bupati / Wakil Bupati
dan Ketua / Wakil Ketua DPRD

Pasal 14

Instansi / Satuan Organisasi perangkat Dacrah  di Lingkungan Pemerintzh Kabupaten
Pandung  vang berhak menggunakan Stempel Instansi sebagaimana dimaksud Pasal

10 Avat ( 4) Keputusan ini adalah
“a Sekretartat Daerah

b Sekretariai Dewan |

¢ Dvinas Dacrah ;

d 1.embaga Teknis Daerah:

¢ l'erangkat Dacrah lainnya.



Pasal 15

Stempel Jabatan dan stempel Instansi menggunakan tinta berwarna ungu.

Pasal 16

Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan
Pyjabat vang menandatangani Naskah Dinas.

Pasal 17

Pimpinan Instansi / Satuan Organisasi yang mempunyai dan berhak menggunakan
siempel Jabalan dan alau Siempel Instansi menunjuk pejabal / pelugas ferleniu unluk
menyimpan, mengamankan penggunaan stempel Jabatan dan Stempel Instansi.

BAB 1V
KOP NASKAH DINAS
Bagian Pertama
Bentuk dan Isi

Pasal 18

(1). Kop Naskah Dinas Kepala Daerah memuat sebutan BUPATI BANDUNG
dengan menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan
dibagian tengah atas;

(2). Kop Naskah Dinas DPRD memuat sebutan DPRD Kabupaten Bandung dengan
menggunakan Lambang Daerah berwama hitam dan di tempatkan di bagian kiri
atas.

(3) Kop Naskah Dinas perangkat Daerah memuat sebutan PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG dan nama instansi perangkat Daerah, alamat, nomor
telepon. nomor facximile dan kode pos dengan menggunakan Lambang Dacrah
berwarna hitam dan ditempatkan dibagian kiri atas.

Pasal 19

Bentuk. ukuran dan isi Kop Naskah Dinas Instansi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran I1I Keputusan ini .
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BRagian Kedua
Penggunaan

Pasai 20

(1) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 avat (1) digunakan

untuk naskah Dinas yang ditandatangani olch Bupati / Wakil Bupati .

(2) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksad dalam pasal 18 avat (2) digunakan

~~
e}

(M)

@

untuk naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Bandung.

) Kop Naskah Dinas scbagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) digunakan

uniuk naskah Dinas vang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah
Rabupaten Bandung yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BABYV
SAMPUIL NASKAH DINAS
Bagian Pertama
Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Sampul Naskah Dinas

Pasal 21

Sampul Naskah Dinas Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
berbeniuk empat persegi panjang dan berwarna coklat muda dengan jenis kertas
cassing.

Sampui Naskah dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berukuran
sebagai berikut

e A G v N b )
JENIS SAMPUL  — —
g e PANJANGE ) LE BAR
!
Kantong 41 cm 30 cm
Folio / Map 35 cm 25 cm
12 Folio 28 cm 18 cm
1/ 4 Folio 28 cm 14 cm




Pasal 22

Kop Sampul Naskah Dinas Instansi memuat sebutan Pimpmnan Pemerintah Kabupaten
Bandung dan Nama Instansi, Alamat, Nomor telepon, Faxcimile dan Kode Pos
Instansi yang bersangkutan.

Pasal 23

(1) Kop Sampul Naskah Dinas Kepala Daerah menggunakan Lambang Negara
berwama hitam dan dilempatkan pada bagian lengah alas;

(2) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah menggunakan Lambang Daerah
berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas;

Pasal 24

Bentuk, ukuran dan isi Kop Sampul Naskah Dinas Instansi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lapiran TV Keputusan ini.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 25

(1) Kop Sampul Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 23 -ayau
(1). diisi dengan naskah dinas yang ditandatangani olch Bupati / Wakil Bupati

(2) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 23

avat (2), diisi dengan naskal dinas yang ditandatangani  oleh Pejabat Perangkat
Dacrah;

BAB VI
PAPAN NAMA
Bagian Pertama

Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 26

(1) Papan Nama Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung berbentuk
empat persegi panjang dengan ukuran 1 ( satu ) berbanding 2 ( dua ), memuat
sebutan Pemerintah Kabupaten Bandung, Nama, Instansi, alamat, telepon,
Facximile dan kode pos wilayah;

(2) Fapan Nama Instansi sebagaimana dimaksud dalam avat (1) Pasal ini, berwarna
dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.



Pasal 27

Bentuk, ukuran dan isi Papan Nama Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan ini.

Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 28

Papan Nama Instansi ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi
dengan Ietak dan bentuk gedungnya.

Pasal 29

Bagi beherapa Satuan Organisasi yang berada dibawah salu alap / komplek dibuat
dalam satu Papan Nama vang bertuliskan semua Nama Satuan Organisasi..

BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 30

Retentuan — ketentuan yang mengatur Tata Naskah Dinas vang karena sifat

kekhususannya tidak diatur dalam Kepulusan ini, mengikuti kelentuan - kelentuan
vang berlaku. ‘

Pasal 31

Kop Naskah Dinas pada Peraturan Daerah menggunakan Lambang Daerah dengan
Stempel Jabatan Penandatangan.

Pasal 32

Kefentuan tentang Naskah Dinas, Stempel Jabatan, Stempel Instansi. KNop Naskah
Dinas, Papan Nama Instansi dan Sampul Naskah Dinas bagi perangkat Daerah vang
belum struktural diatur tersendiri ofeh Kepala Daerah.

BAB VITT
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 226
Talun 2000 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung. dinvatakan tidak berlaku lagi
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Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini
dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bandun g

Ditetapkan di Soreangan
pada tanggal 31 Desember 2001

BUPATI BANDUNG
QP>
N

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN
NOMOR : 72 SERI : D.



Salinan sesuai dengan aslinya
P/ A BAGIAN HUKUM,




LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 60 TAHUN 2001

TANGGAL . 31 Desember 2001

TENTANG : TATA NASKAH DINAS PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

JENIS DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN TATA NASKAH DINAS

L UMUM

A

Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk produk Hukum,
Terdiri dari :

1. Peraturan Daerah ;

2. Keputusan Bupati ;

3. Keputusan Bersama Bupati ;
4. Instruksi Bupati ;

Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk surat terdiri dari :

1. Surat Edaran ;

2. Surat Biasa ;

3. Surat Keterangan ;

4. Surat Perintah ; ,
5. Surat Izin;

6. Surat Perjanjian ;

7. Sural Tugas ;

8. Surat Perintah Perjalanan Dinas :

9. Surat Kuasa ;

10. Surat Undangan ;

11. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ;
12. Surat Panggilan ;

13. Nota Dinas ;

14. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ;
15, Jembaran Disposisi ; ‘

v

16. Tclaahan Staf ;

. Pengumuman ;
18. Laporan ;

19. Rekomendasi ;
20. Surat Pengantar ;
21. Telegram ;

22. Berita Daerah ;
23. DBerila Acara ;
24. Notulen ;

25. Memo ;

26. Daftar Hadir ;
27. Piagam / Sertifikat ;

—
~3
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C.  Unit kerja dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terdiri dari :

Sekretariat Daerah Kabupaten ;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
Dinas Dinas Dacrah ;

Lembaga I'eknis Daerah ;

Pemerintah Kecamatan ;

Pemerintah Kelurahan .

O W

D. Pejabal - pejubat Struktural Instansi / Satuan Organisasi Pengolahun Naskah Dinas di
Tingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terdiri dari ;

1. Eselon Il a
Sekretaris Daerah

2. Eselonllb

a. Para Asisten dilingkungan Setda.
b.  Para Kepala Dinas dilingkungan Dinas Daerah.
¢. Para Kepala Badan dilingkungan Lemtekda.
d. Sekretaris DPRD dilingkungan Setwan.
3. Eselon III a
a. Para Kepala Bagian pada Setda dan Setwan.
b. Para Wakil Kepala Dinas , Kepala Bagian TU dan Subdin pada Dinas Dacrah.
c.  Para Sekretaris dan Kepala Bidang pada I.emtekda.

d. Para Kepala Kantor Pada Lemtekda.
e. Para Direktur pada Rumah Sakit Daerah .

4. Eselon III b.

Para Camat pada Kecamatan

5. Esclon IVa
a. Para Kepala Subag pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan.
b.  Para Kepala Seksi dan Subag pada Dinas Daerah.
¢. Para Sub. Bidang dan Subag pada Lembaga Teknis Daerah
d.  Para Subag dan Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah
¢.  Para Sekcam dan Kepala Seksi pada Kecamatan
f.  Para Lurah pada Kecamatan
g DPara Kcpala Cabang Dinas dan Kcpala UPTD pada Dinas Dacrah.

6. Eselon IVb

a. Para Selretaris dan Kepala Scksi pada Kelurahan
b, Para Kepala Seksi dan Sub. Bagian padaDerrodag ~'-

rara mepaa ouv, oeast dan Kepala Urusan pada Rumah Sakit Daerah



i

KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS.

A. FPenandatanganan .

s

Bupati.

a.

d.

Bupati Menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan Produk —produk
Hukum serta dalam bentuk surat yang materinya memuat kebijaksanaan dan atas
pclaksanaan dari peraturan perundang — undangan lebih tinggi ;

Naskah Dinas sebagaimana dimaksud huruf a. ditujukan kepada pejabat dilingkungan
Pemerintah Daerah, Gubernur, Presiden, Wakil Presiden, Menteri/ anggota Kabinet,
pimpinan lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pimpinan Organisasi
kemasyarakatan ;

Apabila Bupati berhalangan penandatangan Naskah Dinas dimaksud pada huruf a dan
b, dilakukan wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang
berlaku ;

Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Naskah Dinas tertentu kepada pejabat
vang ditunjuk sccara tertulis dengan Keputusan Bupati, kecuali Peraturan Dacrah |

Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari :

1) Peraturan Daerah ;
2) Kepulusan Bupali ;
3) Keputusan bersama Bupati ;
4) Instruksi Bupati ;
5) Surat Edaran ;

6) Surat Biasa ;

7) Surat Keterangan ;
8) Surat Perintah ;

9) SuratIzin ;

10) Surat Perjanjian ;
11) Surat Perintah Perjalanan Dinas
12) Surat Kuasa ;

13) Surat Undangan ;
14) Surat Panggilan ;
15) Pengumuman ;

16) Telegram ;

17) Laporan ;

18) Rekomendasi ;
19) Berita NDaerah ;
20) DBerita Acara ;

21) Memo;

22) Lembar Disposisi
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2. Wakil Bupati

W

a.

o

Se

a.

Wakii Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk-produk
Hukum sebagai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati, serta dalam
bentuk dan susunan surat sepanjang materinya sesuai dengan bidang tugas dan
tanggung jawabnya.

Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada pejabat
dilingkungan Pemerintah Daerah, Gubernur, Presiden, Wakil Presiden, Menteri /
Anggota kabinet pimpinan lembaga Pemerintah non Departemen dan pimpinan
organisasi kemasyarakalan serta pihak lain yang dianggap perlu.

Naskah Dinas dimaksud terdiri dari -

1) Keputusan Bupati ;
2) Keputusan bersama Bupati ;
3) Surat Bupati;

4) Surat Edaran ;

5)  Surat Biasa ;

6) Surat Keterangan ;
7)  Surat Perintah ;

8) Surat Izin ;

9) Surat Perjanjian ;
10) Surat Perintah Perjalanan Dinas :
11) Surat Kuvasa ;

12) Surat Undangan ;
13) Sural Panggilan ;
14) Nota Dinas ;

15) Pengumuman ;

16) Laporan ;

17) Rekomendasi ;

18) Berita Daerah ;
19) Berita Acara ;

20) Memo;

21) Lembar Disposisi ;

xretaris Daerah.

Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas Dalam bentuk dan
Susunan produk - produk Hukum yang bersifat Penetapan, peraturan teknis dan
petunjuk pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah Daerah yang ditetapkan.

Sekretaris Daerah atas nama Bupati menadatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat yang materinya merupakan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dari
suatu kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan .

Sekretaris Daerah menadatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan b vang ditujukan kepada Pejabat dilingkungan Pemerintah Dacrah, pejabat Instansi
lain dan pihak - pihak lain yang dianggap perlu.

14



d.

Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang jabatannva menandatangani naskah dinas
dalam bentuk dan susunan surat dalam rangka pengaturan dan atau koordinasi teknis
administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah Daerah.

Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, Assisten berdasarkan pemberian delegasi
menandatangani naskah dinas scbagaimana dimaksud huruf ¢.

Sekretaris Daerah atas nama Bupati menadatangani terdiri dari :

1) Keputusan Bupati ;

2) Surai Edaran ;

3) Surat Biasa;

4)  Surat Keterangan ;

5) Surat Perintah ;

6) SuratIzin ;

7)  Surat Perjanjian ;

8) Surat Tugas ;

9) Surat Perintah Perjalanan Dinas ;
10) Surat Kuasa ;

11) Surat Undangan ;

12) Surat Pernyataan melaksanakan tugas ;
13) Surat panggilan ;

14) Pengumuman ;

15) Telegram / Radiogram ;

16) Laporan ;

17) Eerita Daerah ;

18) Berila Acara ;

Sekretaris Daerah atas wewenang Jabatannya Menandatangani terdiri dari :

1) Surat Edaran ;

2) Surat Biasa ;

3) Surat Keterangan ;

4)  Surat Perintah ;

5) Surat Tugas ;

6) Surat Perintah Petjalanan Dinas ;
7) Surat Kuasa ;

8) Surat Undangan ;

9) Surat Panggilan ;

10) Surat Pengantar ;

11) Pengumuman ;

12) Telegram /Radiogram ;
13) Luaporan ;

14) Berita Daerah ;

15) Berita Acara ;

16) Notulen ;

17) Memo ;

18) Nota Dinas

19) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
20) Lembaran Disposisi
21) Telaahan Staf
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4.  Asisten

a.  Asisten atas nama Sekretaris Daerah menadatangani naskah dinas dalam bentuk surat
vang materinya memuat petunjuk pelaksanaan teknis operasional yang mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas masing masing satuan organisasi yang ditujukan kepada
pcjabat di lingkungan Pemerintah Dacrah.

2

Asisten  berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam
bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan data atau informasi sebagai
pelaksanaan teknis operasional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,

¢ Asisten menadatangani naskah dinas yang ditujukan kepada pejabat dilingkungan
satuan organiasi yang bersangkutan.

d.  Asisten atas nama Sckretaris Dacrah menadatangani naskah dinas terdiri dari :

1) Surat Edaran ;

2) Surat Keterangan ;

3) Surat Perintah ;

4)  Surat Tugas ;

5) Surat Undangan ;

6) Surat Panggilan ;

7) Pengumuman ;

8) Telegram /Radiogram ;
9) Laporan;

10) Nota Dinas ;

e. Asissten Atas Wewenang Jahatannya menandatangani naskah dinas terdiri dari :

1) Swurat Edaran ;

2) Surat Keterangan ;

3) Surat Perintah ;

4) Surat Tugas ;

5) Surat Undangan ;

6) Surat Panggilan ;

7) Pengumuman ;

8) Telegram /Radiogram ;
9) Laporan;

10) Memo ;

11) Daftar Hadir ;

12) Nota Dinas ;

13) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ;
14) Lembar Disposisi ;

15) Telaahan Staf;

Kepala Bagian.

a.  Kepala Bagian menandatangani naskah dinas berdasarkan wewenang yang telah
ditentukan dan digariskan olch pimpinan yang bersifat informasi biasa / staf teknis scrta
tidak mengandung konsekuensi tanggung jawab yang lebih luas, yang ditujukan kepada
eselon bawahan atau yang setingkat .
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b.

Kepala Bagian atas nama atasan langsung atau atas wewenang jabatannya dapat
menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk susunan surat yang ditujukan kepada unit
kerja intern yang bersangkutan .

Naskah dinas dimaksud terdiri dari :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Surat pengantar ;

Laporan ;

Notulen ;

Nota pengajuan konsep Naskah Dinas ;
Nola Dinas yang bersilal informasi ;
Daftar hadir ;

Telaahan staf ;

Lembaran Disposisi ;

6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

a.

Sekretaris DPRD atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas berdasarkan
wewenang vang telah ditentukan dan digariskan oleh pimpinan yang bersifat informatif
/biasa / Staf teknis serta tidak mengandung konsekuensi tanggung jawab yang lebih
luas , yang ditujukan kepada eselon bawahan atau vang setingkat.

Naskah Dinas yang dimaksud terdiri dari :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Surat Biasa ;

Surat Perintah ;

Sural Tugas ;

Surat Perintah Perjalanan Dinas ;
Surat Undangan ;

Surat Pengantar ;

Pengumuman ;

Laporan ;

Telegram / Radiogram ;

Notulen ;

Daftar Hadir ;

Nota Dinas ;

Nota pengujian Konsep Naskah Dinas ;
Lembaran Disposisi ;

l'elaahan Staf';

Pirpinan satuan Organisasi dilingkungan Kabupaten .

d.

Pimpinan satuan organisasi menandalangani naskah dinas keluar yang ditujukan kepada
atasan atau yang setingkat dan atau naskah dinas yang isinya menyangkut masalah —
masalah prinsip atau mengandung kebijaksanaan teknis satuan organisasi yang
bersangkutan,

Pimpinan satuan organisasi atas nama Bupati menandatangani naskah Dinas
terdiri dari :

1)
2)

3)

Keputusan Bupati ;
Surat Edaran ;
Surat Biasa ;
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4) Surat Keterangan ;

5) Surat Tugas ;

6) Surat Perintah ;

7)  Surat Perintah Perjalanan Dinas ;
&) Surat Perjanjian ;

9) Surat Kuasa ;

10) Surat Panggilan ;

11) Nota Dinas ;

12) Rekomendasi ;

13) Pengumuman ;

14) Berila Acara ;

15) T.aporan ;

16) Telegram / Radiogram ;
17) Surat Izin ;

18) Surat Undangan.

Pimpinan Satuan Organisasi atas wewenang jabatannya menandatangani terdiri
dari:

1) Keputusan Satuan organisasi ;

2) Surat Edaran ;

3) Surat Biasa ;

4) Surat Keterangan ;

5) Surat Tugas;

6) Surat Perintah ;

7)  Surat Perintah Perjalanan Dinas ;

&)  Surat Kuasa ;

9) Surat Undangan ;

10) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ;
11) Surat Panggilan ;

12) Surat Pengantar ;

13) Surat Perjanjian ; ,
14) Surat Izin ;

15) Pengumuman ;

16) Laporan ;

17) Telegram / Radiogram ;

18) Notulen;

19) Nota Dinas ;

20) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ;
21) Lembaran Disposisi ;

22) Telaahan Staf ;

Camat menandatangani Naskah Dinas terdiri dari :

1) Keputusan Camat ;
2) Surat Edaran ;
3) SuratBiasa;
4) Surat Keterangan ;
5) Surat Perintah ;
6) Surat Pengantar ;
7) Surat Tugas ;
8) Surat Undangan ;
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9) Surat Panggilan ;

10) Surat Kuasa ;

11) Pengwrnuman ;

12) Memo ;

13) Lembar Disposisi ;

14) Berita Acara ;

15) Nota Dinas ;

16) Laporan

17) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ;
18) Daftar hadir.

Kepala Kelurahan menandatangani Naskah Dinas :

1) Keputusan Lurah ;
2) Surat Edaran ;

3) Swurat Biasa ;

4) Surat Keterangan ;
5)  Surat Perintah ;

6) Surat Pengantar ;
7) Surat Tugas ;

8) Surat Undangan ;
9) Surat Panggilan ;
10) Surat Perintah Perjalanan Dinas :
11) Surat Izin ;

12) Sutar Kuasa ;

13) Pengumuman ;

14) Rekomendasi ;

15) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ;
16) Lembar Disposisi ;
17) Berita Acara ;

18) Nota Dinas ;

19) Laporan ;

20) Daftar Hadir ;

21) Notulen ;

22) Memo,

Kewenangan penandatanganan naskah Dinas bagi Pejabat satu tingkat dibawah
Pimpinan Satuan Organisasi mcnandatangani naskah dinas yang isinya bcrsifat
biasa/rutin.

Naskah Dinas dimaksud terdiri dari :

1) Surat Kelerangan ;

2) Surat Tugas ;

3) Surat Undangan ;

4) Telegram / Radiogram ;

S) Berita Acara

6) Telaahan Staf ;

7) Lembar Disposisi ;

8) Surat Pengantar ;

9) Nota Dinas yang bersifat informasi.
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II. PEMBUBUHAN PARAF.

A. Pembubuhan paraf secara hierarkhis.

1:

o)

Contoh

Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih
dahulu olch tiga orang pcjabat pimpinan sccara hicrarkhis masing — masing satu tingkat,
diparaf oleh Sekretaris Daerah, dua tingkat dan tiga tingkat dibawah penandatanganan.

Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk ditandatangani oleh
Bupati atau wakil Bupati diparaf oleh Sekretaris Daerah dan dibubuhkan dibelakang nama

Jjabatan penandalanganan.

Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangam naskah
dmas tersebut tidak memerlukan paraf.

Paraf pejabat dibububkan pada lembar terakhir Naskalh Dinas tersebut, kecuali untuk
surat perintah perjalanan dinas paraf dibubuhkan pada lembar pertama. Sedangkan untuk
naskah dinas yang lebih dari satu halaman , maka pejabat pembuat naskah dinas memaraf
setiap halaman pada sebelah kanan bawah.

Letak Pembubuhan paraf pejabat tersebut pada butir a diatas ditentukan oleh Pemerintah
Kabupatcen.

Pembubuhan tanda paraf

o Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung,

a Paraf Hierarkhis:

1) Untuk Kepala Bagian ;
2) Untuk Assisten ;
3) Untuk Sekretaris Daerah.

(2) BUPATI BANDUNG (3 )

( 1) NAMA JELAS
b Paraf Koordinatif

% Pejabat lain vang terkait (x ), (Y ), (Z), dst

KEPALA BAGIAN HUKUM

X)) (Z)

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.
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o Dilingkungan Instansi / Satuan Organisasi
a Paraf Hicrarkhis :

1. Satu Tingkat (a ) untuk Kasubag TUJ/Kepala Seksi/Sekretaris/Pemeriksa.

2. Dua Tingkat (b) untuk Kepala Urusan / kepala Seksi.

(2)KEPALA /KETUA /INSPEKTUR / DIREKTUR (1)

.........................................................................................

NAMA JELAS
Pangkat
NIP
b Parafl Koordinalil

*++ Pejabat lain yang terkait (X ), (Y ), (Z), dst
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
X X)(Z)

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

. PENGGUNAAN an. DAN ub.

A. Dilingkungan Sekretariat Daerah.

Dalam hal ini Bupati memberikan mandat penandatanganan kepada pejabat bawahannya, maka
penggunaan an. dan ub. yaitu sebagai berikut :

T,

an. (Atas Nama ) dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat telah mendapat
mandat dari pejabat atasannya kepada pejabat setingkat dibawahnya. dan
pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap berada ditangan yang memberikan mandat.
Pejabat yang menandatangani dapat diminta pertanggungjawabannya tentang isi surat
dimaksud oleh yang memberi mandat.

ub. ( Untuk Beliau ) dipergunakan jika pejabat yang mendapat mandat kewenangan
memberikan kewenangan lagi kepada bawahannya dalam masalah — masalah rutin yang
menjadi tanggung jawabnya. ‘

Contoh penggunaan an. dan ub. scbagaimana tercantum dalam lampiran ini :
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B. Di Lingkungan Instansi / Satuan Organisasi
Dalam hal pimpinan Instansi / Satuan Organisasi melimpahkan wewenang penandatanganan
kepada pejabat bawahannya , maka penggunaan an. dan ub. adalah sebagaimana ketentuan pada

butir 1 huruf a dan b tersebut diatas.

V. CONTOH PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN an. ( atas nama ) DAN ub.
( untuk beliau)

A.  Dilingkungan Sekretaris Daerah.

1. Penandatangan Naskah Dinas.

a.  Oleh Bupati : BUPAT1 BANDUNG
NAMA JELAS
b.  Oleh Wakil Bupati ; BUPATI BANDUNG
WAKIL
IKewenangan belum
didelegasikan
NAMA JELAS
2. Penggunaan “ an “ : an. BUPATI BANDUNG

SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

3. Penggunaan “ ub “

an. BUPATI BANDUNG
SEXKRETARIS DAERAII
ub.
ASISTEN ..covvvivvveeranees

Pangkat
NIP.
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B. Di Lingkungan Dinas / Badan / Kantor.
1. Penandatanganan naskah dinas.
a. olch Pimpinan Dinas / Badan / Kantor atas nama Bupati .

an. BUPATI BANDUNG
Kepala / Ketua / Direktur

................................

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

b. oleh Pimpinan Dinas/ Badan/ Kantor .

KEPALA /KETUA / DINAS / BADAN/ KANTOR

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

2. Penggunaan “ an “

an.  BUPATI BANDUNG
AN. CAMAT cciiamsionsonss KEPALA/KETUA/DINAS/BADAN/KANTOR

SEKRETARIS / KASL..........

NANMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat Pangkat
NIP. NIP.
An. KEFALA DESA/KELURAIIAN...............
SEKRETARIS..........
NAMA JELAS
Pangkat
NIP.
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3. Penggunaan “ ub ¢

an. BUPATI BANDUNG
KEPALA/KETUA/DINAS/BADAN/KANTOR
ub.
KEPALA SUB DINAS/BAGIAN/SEKSI/BIDANG

NAMA JELAS
Pangkat
NTP.

V1. PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN DAN RALAT.

A. PENGERTIAN

1. Yang dimaksud dengan perubahan adalah mengubah sebagian dari suatu naskah dinas.
Dalam hal ini harus dibcdakan dengan pengertian ralat yaitu mcrubah kckcliruan kecil,
misalnya salah ketik.

ro

Yang dimaksud dengan pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlaku lagi suatu naskah
dinas terhitung mulai saat ditentukan dalam pencabutan tersebut.

3. Yang dimaksud dengan pembatalan adalah suatu pernyataan yang dinyatakan bahwa suatu
naskah dinas harus dianggap tidak pernah dikeluarkan.

B. TATA CARA MENGUBAH, MENCABUT ATAU MEMBATALKAN NASKAH DINAS

1. Naskah Dinas vang bersifat mengatur apabila diubah, dicabut atau dibatalkan harus dengan
naskah dinas yang sama jenisnya. Misalnya Keputusan harus dengan Keputusan.

o

Pcjabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan dan pembatalan adalah pcjabat
vang semula menandatangani naskah dinas ®ersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi
kedudukannya.

3. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil misalnya salah ketik dikeluarkan oleh pejabat yang
menandalangani naskah dinas atau dapal oleh pejabal setingkat lebih rendah.

VI POKOK -POKOK PENGETIKAN NASKAH DINAS

A. Ketentuan Umum.

Pengetikan naskah dinas dilakukan dengan memperhatikan penggunaan formulir, ruang, iepi,
alinca. penomoran, pemberian nomor halaman dan kata penyambung.
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B. Pengetikan Naskah Dinas.

Pengetikan naskah dinas terutama yang disusun dalam bentuk surat agar diketik diatas formulir
ukuran folio. Bidang luas kertas yang dipergunakan untuk pengctikan Nasksh Dinas harus
memperhatikan ketentuan sebagai berikut.

Ruang tepi sebelah atas 3 kait dibawah garis Kop Naskah Dinas.
Ruang tepi sebelah bawah 5 kait dari tepi kertas sebelah bawah ;
Ruang (epi sebelah Kiri 7 sampai 20 katuk dari tepi kertas sebelah kiri ;
Ruang tepi sebelah kanan 7 ketuk dari tepi kertas sebelah kanan.

J-:-b)!\)t—‘

VIIL. SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS .

A. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

1. DPcngertian

Pengertian Peraturan Daerah adalah , Naskah Dinas yang berbentuk Peraturan Perundang -
undangan , yang mengatur urusan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan atau untuk
mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih
{inggi dan menelapkan sesualu Organisasi dalam Lingkungan Pemeriniah Dacrah yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Newan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Susunan
a.  Peraturan Daerah Kabupaten terdiri atas :

1) Kepala Peraturan Daerah ;

2) Pembukaan ;

3) Isi Peraturan Daerah ;

4) Bagian Akhir Peraturan Daerah.

b.  Kepala Peraturan Daerah Kabupaten terdiri atas :

1) Tulisan “ PERATURAN DAERAH KABUPATEN ¢
2) Nomor dan Tahun ;
3) Nama Peraluran yang ditulis “TENTANG...............".

¢. Pembukaan Peraturan Daerah Kabupaten terdiri atas :
1) Tulisan “ Dengan Rachmat Tuhan Yang Maha Esa
2) Tulisan “ Bupati Bandung “
3) Konsideran Menimbang dan Mengingat ;
4)  Dengan persetujuan DPRD Kabupaten Bandung
5)  TJudui.
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Konsideran terdiri atas :

1) Menimbang, memuat alasan — alasan pertimbangan — pertimbangan pembuatan
Peraturan  Daerah dan konstattering fakta — fakta secara singkat.

2)  Mengingat memuat dasar hukum untuk penctapan Peraturan Dacrah mulai dari
Undang — undang, Peraturan Pemerintah dan lain - lain peraturan perundang, -
undangan yang menjadi dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah.

Judul terdiri atas ;

1) Tulisan “Memutuskan”;
2) Tulisan “Menetapkan” ;
3) Tulisan “Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang ................... .

Is1 Peraturan Daerah terdiri atas :

1) Pasal - pasal dan Ayat — ayat;
2) Apabila materinya luas dapat dibagi dalam bab — bab, bagian — bagian dan
paragraf,

Bagian akhir Peraturan Dacrah terdiri atas :

1) Penyebutan tempat ditetapkan ;

2) Tanggal, Bulan dan Tahun ditetapkan ;
3) Nama Jabatan Bupati ;

4) Nama Terang Bupali ;

5) Stempel Jabatan Bupati.

Kemudian dibawah sebelah kiri berturut — turut ditulis :

1) Diundangkan dalam Lembaran Daerah ;
2) Menyebutkan Nomor, Tahun dan Seri ;
3) Tanggal diundangkan ;

4) Sekretaris Daerah ;

5) Tanda tangan Sekretaris Daeral |

6) Nama Sekretaris Daerah.

Untuk Salinan ditulis :

1) Disalin;

2) Sesuai dengan ;

3) Bagian Hukum ;

4) Nana pejabat, pangkat dan NIP.

Penandatanganan otentikasi dan Penggunaan Kop Naskah Dinas.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung ditandatangani oleh Bupati.

Otentikasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dilakukan oleh Kepala Bagian
Hukum Kabupaten Bandung;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dibuat diatas kertas ukuran folio dengan
lambang Daerah bertuliskan “Pemerintah Kabupaten Bandung”.
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4, Bentuk/Model Naskah Dinas Peraturan Daerah.
LAMBANG DAERAI

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR . 7' wsseosmmises f 1.4 5 107, SHURmmm———
TENTANG

mmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

%fcnimbang a . Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
UMMM MMM I I MM m mmmmmnmmmmmmmmmmmmm |
b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn;
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmm
Lengingat @ 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmnmmmmmnmnmmmmnmnmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmonmimmn,;

2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmin
mmmmmmmmmmmnmmmmmnmnmmminmmmmmmmminmmmmmmmmmimm |

w

. dst.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKTTI.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

ME MUTUSKAN
Slmestapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG MMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMVMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMM
BAB I
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Pasal
(2) Mmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmim

(2) MmmmmmmmmImmm I ITITLMITITIEI
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MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMM

Bagian Pertama

(D Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmminmmmminmmmn
(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Pasal

KTMMWMMMNM{NWMMBMMM}WNBHVM
A ﬂ\TM'NIM’\ﬂ\ﬂMﬂﬁ\ﬂﬂ\{hﬂ\ﬂ\ihﬂ\ﬂ\lI\ﬂ\ﬂ\’ﬂ\ﬂ'ﬂ\ﬂ\ﬂ\ﬂﬂ\ﬂ\’ﬂ\ﬂ\ﬂ\ﬂ\'IM

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal ...,

BUPATIBANDUNG

NAMA

Diundangkan di Soreang.
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
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B. KEPUTUSAN BUPATI

1

to

Pengertian

Kepulusan Bupali adalah naskah dinas yang berbentuk peraluran perundang — undangan
vang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang — undangan vang
lebih tinggi dan sifatnya mengatur dan menetapkan.

a.

Materi yang bersifat pengaturan dituangkan dalam bab-bab dan pasal — pasal
menggunakan angka bulat dan ditanda tangani oleh Bupati serta diundangkan dalam
L embaran Daerah.

Materi yang bersifat penetapan dituangkan dalam diktum PERTAMA, KED'UA dan
selerusnya, dan penandalanganannya dapal didelegasikan kepada pimpinan Perangkat
Daerah. .

Susunan

(@]

Keputusan Bupati, terdiri atas :

1) Kepala Keputusan Bupati ;

2)  Pembukaan Keputusan Bupati ;
3y Isi Keputusan Bupati ;

4) Bagian akhir Keputusan Bupati.

Kepala Keputusan Bupati :

1) Tulisan “ KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG” ;
2) “NOMOR” dan “TAHUN" ; '

3) Nama Kepulusan yang ditulis “TENTANG”.
Fembukaan Keputusan Bupati, terdiri atas :

1) Tulisan “BUPATI BANDUNG"

2) Konsideran “Menimbang dan Mengingat” ;
3)  Mcmutuskan ;

4)  Menetapkan judul.

Isi Keputusan Bupati, terdiri atas :

1) Dirumuskan dalam bentuk Pasal — pasal dan Ayal — ayal ;

2) Apabila materinya luas, dibagi dalam Bab — bab, Bagian - bagian dan Paragraf.
Konsideran, terdiri atas :

1) Mcnimbang, memuat alasan — alasan, pcrtimbangan — pertimbangan pembuatan
Keputusan dan konstatering fakta — fakta secara singkat ;

Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan Keputusan dimulai dari
Undang - undang, peraturan Pemerintah dan lain — lain peraturan perundang —
undangan yang menjadi dasar hukum pembuatan Keputusan terscbut.

(o]
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f.  Judul, terdiri atas :

1)
2)

3)

Tulisan, MEMUTUSKAN”;
Tulisan, “ MENETAPKAN";
Tulisan, “ BUPATI BANDUNG TENTANG ................".

g. Bagian akhir Keputusan Bupati terdiri atas :

1)
2)
3)
4)
5

6)

Nama tempat ditetapkan ;
Tanggal, Bulan dan Tahun ;
Nama Jabatan ;

‘l'anda tangan pejabat ;
Nama Jelas ;

Stempel jabatan.

h. Kemudian di bawah sebelah kiri berturul — turut di (ulis :

1)
2)
3)
4)
5

6)

Diundangkan di ....cccccecvivnvceninne. ;

Menyebut Tanggal, Bulan dan Tahun ;

Sekretaris Daerah ;

Tanda tangan Sekretaris Daerah ;

Nama Sekda

Lembaran Daerah Tahun ............. Nomor : 1 —

4, PENANDATANGANAN :

a. Kcputusan Bupati yang ditandatangani olch Bupati dibuat di atas formulir ukuran
folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Bupati dengan Lambang Negara
berwama hitam;

b. Otentikasi Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah,
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5. Bentuk / Model Naskah Dinas Keputusan Bupati yang bersifat pengaturan.

LAMBANG NEGARA

BUPATI BANDUNG

XEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR ........... TAHUN...........

TENTANG

MMMVMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

BUPATI BANDUNG
LMenimbang ¢ a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MMM mMmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmInmm mInmmmmmmnmmmmimm

b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm T mmmmmmmmmmmmmmimmmm
mmminmmminmmmmmmmminmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmiImimnm ,

Mengingat @ 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 5

2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmra
mmmmmnmnmmmmmnmnmmnmmininmmmmmnmmmmmmmmminmmmmmm |

MEMUTUSKAN

“enetapkan . MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.

BAB

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmm

Pasal
A Immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmimn .

(1), Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
(2). Mmmmmmmmmmmm I T U T T T T

{3). Dst.
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Pasal
(1) Mmoo T Y T T O O T O D T D T E O YT T

a. MMM A T T T T T T LTINS TN
b. mmmmmmmmmmmmmmummmmmmmnmmmmnmnmmmmmmmnmmnmmmm

BAB.
,\'Immrmnmmnunnunmmmmmnunmmmnumnmmmmnunmmmmmmmrmnmmmm
Bagian Pertama
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Paragraf
\/Imnunmmmmmmmmmmmmmnlmmmmmmmrmnnunmmnunnunmmmmmmmm
Pasal
MmmmmmmmmmmmmmmmmmImmm mm o i mn nmmmn mmmmmnm
BAB
\Irmnrmmnmnunnunmnumnnmunrmnmmmmmnunmmmnumnmrmnnunmnunmm
Pasal
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Ditetapkan di Soreang

pada tanggal................

BUPATI BANDUNG

NAMA

Drundangkan di Sorzang

...............................

pada langgal

SCKRETARIS DAERAITI KABUPATEN BANDUNG

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN
_ O, (@] 2 S——————— SERLcoscsossmsvmmssmsmmsssmvensas
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6. DBentuk/Naskah Dinas Keputusan Bupati yang bersifat penctapan.

LAMBANG NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR cissssusivinss TAFUN soiassosis
TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

BUPATI BANDUNG

M iemmba.ng a. mmmmmmm MM MmO M MMM MMM T MM ITmmImImmmim
hasionieghanisndenieeienisgigelogioshaniaghenionioniqsionionionioaisgissiogiogioniogioaissioniseisnisgieqiseisndsginsiesisgissl

L. Iommoimn o i i i A O OO O T O DT O O O LT
DARBRLITEIERIaNeRianNetinnietienioqietiaarenianieeienionietindistigtiegintieisnistiatiseitnistitnistingistigaiesisniaiseinnl

Mengingat 1. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmMmMmmmm
mmmmmmmmmmmmmmImmmmmmm MMM IMmmMMmmMmImmmm
UM U AU UM UMM AT UMM
batieineiteinalanisabesissialesiagianieninninnineitisgitantistitalaciiteingiitisnittiseissististictinninghinistieintio

»

MEMUTUSKAN
Menctapkan MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
PERTAMA Mmmmmmmmmmmmminmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
KEDUA Mmmnunnnun UMMM N AMAUN AU AU
KETIGA Mmmmmmmmmm i I M M M Im I m M mmImImmmm

A MMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
b. mmmmm MMM MMM M I MMM TITITITH T ITIMITITEDITIITITIITIILD

KNEEMPAT Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal.................

BUPATI BANDUNG

NAMA
TEMBUSAN. Disampaikan kepada :

Yth. 1
3
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C. KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI

1.

!\)

Pengertian

Keputusan bersama Bupati adalah naskah Dinas yang berbentuk peraturan Perundang-
undangan dibuat olch dua atau Icbih Kcpala Dacrah untuk mcengatur urusan yang
menyangkut kepentingan bersama.

Cirt — ciri

Isinya bersifal mengalur;
Menggunakan nomor angka bulat;

o=

¢. Masa berlakunya lama ;

d.  Setelah tuliasan “ Menetapkan “ menggunakan judul;

¢. Materi dituangkan dalam bentuk pasal-pasal;

f.  Ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah yang melakukan kerja sama;
g.  Tidak memakai tembusan.

Susunan

a. Keputusan bersama terdiri atas :
1) Kepala Keputusan bersama;
2) Pembukuan Keputusan bersama;
3) Bagian akhir Keputusan bersama.

b. Kepala Kepulusan bersama lerdiri atas :

1) Tulisan ‘KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI BANDUNG DAN......cooeovernnn. !
2) “NOMOR” dan “TAHUN";
3) Nama Keputusan yang ditulis “ TENTANG..............""

¢. Pembukaan Keputusan bersama terdiri atas :
1) Tulisan “BUPATIBANDUNG DAN.....ccoviervrmriereiiiennnns”
2) Konsideran;
3) Judul

d. Konsidcran terdiri atas ;

1) Menimbang, memuat alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan pembuatan
Keputusan dan Kkonstatering fakta-fakta secara singkat;

2) Mengingal, memual dasar hukum unluk penelapan Kepulusan dimulai dari
Undang - undang,  Peraturan Pemerintah dan lain — lain Peraturan Perundang —
undangan yang menjadi dasar hukum pembuatan Keputusan tersebut.

¢. Judul terdiri atas :
1) Tulisan * MEMUTUSKAN";
2) Tulisan “Menetapkan”;
3) Tulisan “KEPUTUSAN BERSAMA.......cooocevenne §é

. Isi Keputusan Bersama dirumuskan dalam bentuk Bab — bab, pasal-pasal dan ayat-ayat.
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\enimbang

Llengingat

()

9]
2)
3)
4)
5)
6)

Bagian Akhir Keputusan Bersama terdiri atas :

Nama tempat ditetapkan ;
Tanggal, Bulan dan Tahun ;
Nama Jabatan ;
Tandatangan Pcjabat ;
Nama Jelas ;

Stempel Jabatan ;

Penanda tanganan :

a.  Keputusan Bersama ditandatangani oleh masing - masing Kepala Daerah yang
melakukan kerja sama, dibuat di atas formulir ukuran folio dengan menggunakan Kop
Naskah Dinas Bupati pemrakarsa kerja sama dengan Lambang Negara berwarma hitam

b.  Keabsahan salinan Keputusan Bersama Bupati dilakukan Sekretaris Daerah.

)

Bentuk / Model Naskah Dinas Keputusan Bersama .

LAMBANG NEGARA

BLUPATI BANDUNG DAN .cooii0ssmsmummssssnss

KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI BANDUNG DAN ....coovooveorssceerereons

NOMOR ciiiaiiiiser EABUN oo

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMVMVMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

BUPATI BANDUNG DAN ..ccosusssssssssorsssassessansssssssssssasyssvoss

mmmmimmmmnmnmmmmminmmmmmnmnmmmnmmmnmnmmnmmmnmmmnmmoummmim

BRANARTAdIANaNTARTAeNEIAeiaanetaeienbeeieaiaabenieditdbeaaniathedintioahadiaranbadionidehegistisaiadingicaniniagiigiedingies

). mmmm mmm MMM M T LTI T T I EITImImm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmtnimmmm

1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmizmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmim

. Mimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmnmmmnmmnmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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MEMUTUSKAN

Menetapkan @ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

BABI
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrammmmmmmmmmnm
Pasal
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmminmmmmmmmm
(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmirim
(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmin
(3) Dst
Pasal
(DMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
a4, Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmin
b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
BAB
M mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmm
Bagian Pertama
N [mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mimmImm MM M T mmm
Paragraf
M mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Pasal
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

(3) Dst
Ditetapkan di ......ccoeoevvvrveerriennnn.,
pada tanggal
BUPATI/WALIKOTA................. BUPATI BANDUNG
NAMA NAMA
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D. INSTRUKSI BUPATI BANDUNG

1.

Pengertian.

Instruksi Bupati adalah Naskah Dinas yang berisikan perintah dari atasan kepada bawahan
uniuk melaksanakan lugas — lugas pemerinlahan alau unftuk melaksanakan peraturan
perundang - undangan.

Ciri — ciri.

a0 o

®@ o

Berisi petunjuk teknis;

Masa berlakunya lama;

Setelah Menetapkan tidak memakai judul;

Menggunakan nomor bulat ;

Materinya dituangkan dalam bentuk diktum tulisan Kepada :
Untuk : Pertama : Kedua : dan seterusnya;

Dapat menggunakan tulisan “ Mempcrhatikan “ sctclah tulisan “ Mcengingat “

Susunan.

a.

b.

d.

Instruksi Bupati terdiri atas :

1) Kepala Instruksi ;

2) Pembukaan Instruksi ;
3) IsiInstruksi;

4) Bagian Akhir Instruksi .

Kepala Instruksi terdiri atas :

1) Tulisan “ INSTRUKSI BUPATI BANDUNG “ ;
2) Tulisan “ NOMOR ¢, dan “ TAHUN “;
3) Nama Instruksi .

Pembukaan Instruksi terdiri dari atas :
1) Tulisan “ Bupati Bandung “
2) Konsideran terdiri atas :
> Menimbang
> Mengingal
» Memperhatikan ;

3) Mengintruksikan.

[si Instruksi dirumuskan dalam diktum * Kepada “ , Untuk *,
“KEDUA", dst.

Bagian akhir Instruksi terdiri atas :
1) Nama tempat ditetapkan ;

2) Tanggal , bulan dan tahun ;

3) Nama Jabalan ;

4) Tandatangan Pejabat ;

5) Nama Jelas ;

6) Stempel Jabatan.

37

“PERTAMA"



4. Penandatanganan

a.

Instruksi Bupati yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio
dengan menggunakan kop naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara berwarna
hitam ;

Keabsahan salinan Instruksi Bupati yang ditandatangani oleh Bupati dilakukan oleh
Sekretariat Daerah.

5. Bentuk / Model Naskah Dinas Instruksi Bupati

LAMBANG NEGARA

BUPATI BANDUNG

Mm

Mznimbang

Llengingal

MMemperhatikan

Lzpada

1

[T
- iU

FERTAMA

KEDUA

INSTRUKSI BUPA'TL BANDUNG
NOMOR ........ TAHUN ..........
TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
BUPATI BANDUNG
a. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmnunmmmmmmmmmnumnnummmmnrmnmmmmmmmmmmm

b. mmmmmmmnnnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmnm

1. mnumnrmmnnumnmmmnummmmnmmmnunmmmmmmmnunmmrmnm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm

4, Dst,

i Mmmrmmnmmmmxmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
nunmmnunmmnunmrmnrmmnmmmmmmmmmmnunlmnmmmmmnunm

. Dst.

o

MENGINSTRUKSIKAN

1i; I\/Immmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmim mmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Dst,

A ﬁrxmmmmmmmmmmmmrmmnmmmmnunmmmmmmmmmrrunmmnmm
rmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmnunmmmmnunmmmmmmmmmmm

dst.
Ditetapkan di ..............c.........
pada agmal i

BUPATI BANDUNG

NAMA
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E.

SURAT EDARAN

1.

!‘\)

Pengertian

Surat F'daran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjclasan dan atau petunjuk
cara melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah ada dan ditujukan kepada Pejabat testentu.

Susuan.

d.

Sural Edaran (erdiri alas ;

1) Kepala Surat Ldaran ;
2) Isi Surat Edaran ;
3) Bagian akhir Surat Edaran.

b. Kepala Surat Edaran terdiri atas :

1) Nama tempat ditetapkan ;

2) Tanggal, Bulan dan Tahun ;

3) Pejabat/ Alamat yang dituju ;

4) Nomor ;

5) Sifat;

6) Lampiran;

7) Perihal, dan;

8) Kata “ SURAT EDARAN?” ditempatkan ditengah lembar isi naskah dinas.
c. Isi Surat Edaran dituangkan / dirumuskan dalam bentuk uraian.
d. Bagian Akhir Surat Edaran terdiri atas :

1) Nama Jabatan;

2) Tandatangan Pejabat,

3) Nama, Pangkat dan NIP bagi PNS ;

4) Stempel Jabatan/Instansi;

5) Tembusan.
Penandatanganan.

a.

b.

Surat Edaran yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan
menggunakan kop naskah dinas “ BUPATI BANDUNG “ dengan Lambang Negara

berwarna Hilam;

Surat Ldaran yang ditandatangani oleh Pimpinan perangkat Daerah atas nama DBupati
dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas Perangkat
Daerah yang bersangkutan.

Surat Ldaran yang ditandatangani olch Pimpinan Perangkat Dacrah atas nama Bupati
atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.
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4. Bentuk /Model Naskah Dinas Surat Edaran.

Nomor
Sifat
_ampiran
Perihal

LAMBANG NEGARA

BUPATI BANDUNG

MIMMMmmmma, ..o eeevennnn.. 200
Kepada

Yth. Mmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmm di -
IO T LT O O D AT

MMMMMMMMMMM

SURAT EDARAN

Mmmmmmmmmmmmmmmmmnunmmmmmmnunmmmmmmmmmmnunmmm
mimr nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnunmmmnunmmmmmmmrmmnmmmmnun
mmi nmmrmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmxmnmrmnmmmmmmmmmmmmmmmmmxmnmmmmmmrmmmmnmmmm
mim mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

IVImmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmrammmimmimmm
mmmmmrmnmmmmmmxmnmmmmmnunmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmnumnmmmmmmmrmnnummmnmmmmnunmmmmnunmmmmmm

BUPATTI BANDUNG

NAMA
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KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

Nomor - Yth. Mmmmmmmmmmmmm

Sifat : mmmmmmmmmmmmm

Lampiran

Pza1thal : Mmmmmmmmmmmmm di -
mmmmmmmmmmmmm

MMMMMMMMMMM

SURAT EDARAN

Mmmmrmnmmmmmrmnnunnunmnumnmnunrmnmmmmmmmmmmmmmmnun
mmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mi nmmmmmmmnmmmmmmmmnnmnmnmmmnmnmmnmmmmmmmmmmmmmm

I\/IIIIII11IIIIIIIIIIIIIlIIlIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIlIIIIIIllIIIlll\IIIIIHIlIIHIIIIlIIIIImllllIIHIII!UIHIIIIUIHIIIIH[HII
mnmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmupim
mmmmmmmiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mxmmnmnumnmmmm1mnmrmmnmrmnrmnmmmmmmmmmmm:mnmmmmmm g
mmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mimmim mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

An. BUPATI BANDUNG
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat

NIP
Tembusan

A Immmmmmmmmm
2 NMmmmmmmmmmm
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KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

Kepada

Nomor g Yth. Mmmmmmmmmmmmm

Sifat : mmmmmmmmmmimnmm

_ampiran

Perihal ¢ Mrmmmmmmmmmmm di —
mmmmmmmmmmmmm

MMMMMMMMMMM

SURAT EDARAN

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
TImimy nmmmmmmmmmmmmmmmmrmnmmnumnmmmmmmmmxmnmmmnumnmmm
mmmmnummnmmmrmnmmmnunmmmmmmmmnunmmrmnmmmmmmmmm

Mmmmxmnrmnmmmmmmmmmmmnunmmmmmmmmmmmmmrmnmmmmmm
mnmunnumnmmmmnunnunmmnuntmnmmmm mmmmipmmmmmmmmmmmmmmmm
mnunmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrm‘nmmmxmnmnunmm

Mmmmmmmmmmmmmmmrmnmrmmnmmmmmmmmmmmmmmmrmnmmmm
mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrmnmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnmnmmmmmmmmmmrmmnmmmmmmm

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

T=mbusan

A Immmmmmmmmmo
ZAMmmmmmmmmmm
S Mmmmmmmmmmm
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F.

SURAT BIASA .

dis

t

Pengertian

Surat Biasa adal.ah alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan,
perlanyaan, permintaan jawaban atas perlanyaan, usulan, saran dan sebagainya.

Susunan

a.

Surat Biasa terdiri atas :

1) Kepala Surat Biasa ;
2) Isi Surat Biasa ;
3) Bagian Akhir Surat Biasa.

Kepala Surat Biasa terdiri atas :

1) Nama tempat ditetapkan ;
2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
3) Pejabal/alamal yang diluju
4) Nomor Surat;

5) Sifat Surat;

6) Lampiran Surat;

7)

Perihal surat;
Isi surat biasa dirumuskan dalam bentuk uraian.
Bagian akhir Surat Biasa terdiri atas :

1) Nama Jabatan;

2) Tandatangan Pcjabat ;

3) Nama pajabat, pangkat dan NIP bagi PNS ;
4) Stempel Jabatan/Instansi;

5) Tembusan.

Penandatanganan,

a,

Surat biasa yang ditandatangani oleh Bupati, dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas “ BUPATI BANDUNG” dengan Lambang Negara

berwarna hitam.

Surat biasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Dacrah atas narna Bupati
Bandung atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan
menggunakan kop naskah dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Surat Biasa yang ditandatangani olch Pimpinan Pcrangkat Dacrah atas wcwenang
Jjabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas

Perangkat Daerah yang bersangkutan.
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4. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Biasa.

LAMBANG NEGARA
BUPATI BANDUNG
e e m————————————————————————— e e s msee—
Mmmmmmmm, ..................... 200
Kepada
Nomor : Yth. Mmmmmmmmmmmmm
Sifat : mmmmmmminmmmmm
_ampiran
Fzrihal o Mmoot nmnm di -
mmmmmmmmmmmmm
MMMMMMMMMMM
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
R e haebithethgbetioqieglalealeabesiotioabniorioehoalenleadealedheshesianlosbetdoadiobertantesbostosh o) eovesastsoiesienieetestis]
mmmmmmmmmnmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm
Mnmmmrnnunmmrmnmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmminm
T Y T T T L L L LA YL L L U L O O A L Y D A N O T T TN T R
munmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmminmmmmmmmmmim
memmmm mmmmmmmmmmmmmhmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm
minmmmmmmnmmmmnmmnnmmnmnmrmmnmmnmnmmmmmmmmmmmmMImmmmmmm
MMM MMMMmMMMIMIMMm MMM mMmm mmmrARTIm mMm mmmmm mmmmm
BUPATI RANDUNG
NAMA
Tcmbusan
I Mmmmmmmmm mm
-~ Mmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmm
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KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

w——_—-

Mmmmmmmm, ..................... 200
Kepada
Nomor Yth. Mmmmmmmmmmmmm
Sifat mmmmmmmmmmminm
_ampiran
Perihal Mmmmmmmmmmmmm di -
mmmmmmmmmmmmm
MMMMMMMMMMM
memmmnmmmmmmmnunmmmnunmmxmnmmmmnunmmmrmnmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
MMUHIHHIHIuluuluml||umuuumnmnlInummummunmnnmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmrmnmmmmmmmmmmmmmnunmmmmmmmmnun
mmmmmmmmmmmnnnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnmm
mmmmmmmmmmmmmmmmlmnnunmmmmmrmnmnunmmmmnumnmmmmm
An. BUPATI BANDUNG
PIMPINAN PERANGKA'T DAERAH
NAMA JEL AS
Pangkat
NIP
Tzmbusan
A Immmmmmmmmmo
~ A Immmmmmmmn om
: Mmmmmmmmmmm
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“Jomor
Sifat
_ampiran
Ferihal

Tzmbusan

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

Kepada

Yth. Mmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmm di —
mmmmmmmmmmmmm

MMMMMMMMMMM

Mmmmmmxmnmmmmmmmmmmmmmmmmmnunmmmmmmmmmmmmmm
mmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnimm

Mmmmmmxmnmmmmmmmmmmmmmmmmtmnmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmInmminmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

’
Mmmmmrmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmunmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmnmmnmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

Pangkat
NIP

A Immmmmmmmmmo
~ S Immmmmmmmmmo
* AImmmmmmmmmm
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G. SURAT KETERANGAN

i 8

N

Pengertian.

Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari Pejabat sebagai
tanda bukti kcbenaran scsuatu hal.

Susunarn

Surat Keterangan terdiri atas :

1) Kepala Surat Keterangan ;
2) Isi Surat Keterangan ;
3) Bagian Akhir Surat Keterangan.

Kepala Surat keterangan terdiri atas :

1) Kata “ SURAT KETERANGAN” ditempatkan di bagian tengah lebar naskah;
2) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan.

Isi Surat Keterangan terdiri atas :

1) Nama dan jabatan yang menerangkan;

2) NIP , Pangkat/Golongan, Umur, Kebangsaan, Agama, Pekerjaan, Alamat dan
identitas  yang diperlukan dari pihak yang diterangkan;

3) Maksud keterangan.

Bagian akhir Surat Keterangan terdiri atas :

1) Nama tempat; )
2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
3) Tandatangan Pejabat;

4) Nama Jabatan;

5) Nama Jelas Pejabat;

6) Pangkat dan NIP;

7) Stempel Jabatan/ Instansi;

8) Tembusan.

Penandatanganan.

a.

Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Bupati di buat di atas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan kop naskah dinas “ BUPATI BANDUNG ¢ dengan Lambang
Negera berwarna hilam |

Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama
Bupati Bandung atau atas wewenang jabatannya di buat di atas kertas ukuran folio
dengan menggunakan kop naskah dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan
lambang daerah yang di tempatkan di bagian kiri atas.

Surat keterangan yang ditandatangani  oleh Pimpinan Perangkat Daerah  atas

wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop
naskah dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan,
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4. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Keterangan.

LAMBANG NEGARA

BUPATI BANDUNG

SURAT KETERANGAN
Nomor ............ - . 200
L. Yang bertandatangan di bawah ini :
a. Nama : Mxmnmmmnnnnunmmmmmmzmnmnunmmmmmmmmmm
b. Jabatan : Mmmmmmmmxmmnmmmmmmmmmmmmmmrmnmmmm
dengan ini menerangkan, bahwa :
a. Nama/NIP : Mmmmmm / MMMMM
b. Pangkat /Golongan : Mmmmmm/ MMMMM
b. Umur ¢ Mmmmmm/ tahun
¢. Kebangsaan ¢ Mmmmmmmmmmmmmmm
d. Agama : Mmmmmm
. Pekerjaan : Mmmmmmm
£ Alamat ¢ Mmmmmmmmmmmmmmm
maksud © Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaumn manim

1mmnmnnnmmmmmmmmmmmmmmnummnmmmm

Schubungan dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar yang berwenang memberikan bantuan
serta fasilitas seperlunya.

* Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

BUPATI BANDUNG
NAMA

fembusan ;

Limmmmmmmmmm
Z A Immmmmmmmmm
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KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH
S S S

SURAT KETERANGAIV

1. Yang bertandatangan di bawah ini :

a. Nama . Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmimimim

b. Jabatan © Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmim

dengan ini menerangkan, bahwa :

b. Nama/NIP ;' Mmmmmm / MMMMM

c. Pangkat /Golongan : Mmmmmm/ MMMMM

b. Umur : Mmmmmm/ tahun

¢. Kebangsaan o Mmmmmmmmmmmmmimm

d. Agama : Mmmmmm

e. Pekerjaan ¢ Mmmmmmm

f. Alamat © Mmmmmmmmmmmmmmm

maksud ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmim

2. Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar yang berwenang memberikan bantuan
scrta  fasilitas scperlunya.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

An. BUPATI BANDUNG
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Tembusan

L Mmmmmmmmmmm

2 Mmmmmmmmmmm

3 VImmmmmmmmmm
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KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

o R S I A Ly

SURAT KETERANGAN
NOMO sosumiev sl 200
L. Yang bertandatangan di bawah ini :
a. Nama ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
b. Jabatan © Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
dengan ini menerangkan, bahwa :
b. Nama/NIP ¢ Mmmmumm / MMIMMM
¢. Pangkat /Golongan ¢ Mmmmmm/ MMMMM
b. Umur : Mmmmmm/ tahun
¢. Kebangsaan ¢ Mmmmmmmmmmmmmmm
d. Agama : Mmmmmm
e. Pekerjaan : Mmmmmmm
f. Alamat : Mmmmmmmmmmmmmmm
maksud k6 Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmnmmnunmmmmaoummnmmmounnmimn

Z. Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar yang berwenang memberikan bantuan
serta fasilitas seperlunya.

5. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH
NAMA JELAS
Pangkat
NIP
Tembusan
L Mmmmmrammmmm
Z Mmmmmmmmmminm
3 M mmmmmmmmmm
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H

SURAT PERINTAH

1.

o

3.

Pengertian

Surat Perintah adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan dari pihak atasan vang
ditunjukan kepada pihak bawahannya, berisi perintah untuk melaksanakan tugas tertentu.

Susunan

Surat Perintah terdiri atas :

1) Kepala Surat Perintah .
2) Isi Surat Perintah .
3) Bagian Akhir Surat Perintah

Kepala Surat Perintah terdiri atas :

1) [lulisan * SURA'L PERINTAH * ;
2) NOMOR, Tanggal dan Tahun ;

Isi surat Perintah terdiri atas :

1) Nama Pejabat dan Jabatan yang memberi perintah;
2) Nama Pejabat yang diberi perintah, jenis Perintah khusus yang harus dilaksanakan
dan waktu pelaksanaan.

Bagian akhir Surat Perintah terdiri atas :

1) Nama tempat .

2) Tanggal, Bulan dan Tahun .

3) Nama Jabatan .

4) Tandatangan Pejabat .

5) Nama Jclas Pcjabat berikut Pangkat dan NIP bagi PNS .
6) Stempel Jabatan/Instansi .

7) Tembusan.

Penandatanganan.

a.

Surat Perintah yang ditandatangani oleh Bupati di atas kertas ukuran folio, dengan
merggunakan kop naskah dinas “ BUPATI BANDUNG “ dengan Lambang Negara
berivarna hitam.

Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati
atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
me: ggunakan kop naskah dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati

dan atas  wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
mer.ggunakan kop naskah dinas Pcrangkat Dacrah yang bersangkutan.
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4. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Perintah.

LAMBANG NEGARA

BUPATI BANDUNG

SURAT PERINTAH
Nama ( yang memberikan Perintah ) : Mmmmmmmmmmmmmmmm
Jabatan » Mmmmmmmmmmmmmmmm
MEMERINTAHKAN
Kepada
2. Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmm
. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmm
Unluk

Mmmmmmmmm mmmmmmnmmnmnmmnmmmmmnmmmmmmmmmmm mmmmmmimnmmimnimmimmnm
mmmmimmimimm mmmmmmmmmmmmmmnunmmmnm)mmmmmmmmmmmrmnmmmmmmmmmmm
Immmmmmmmmminmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmm rmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrmnmmmmmmmmmmmmmmm
UMMM nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmin

$ 1o —
pada tanggal ........cc.ovvvveeeeirrirnn,
BUPATI BANDUNG
NAMA
_embusan :
LVImmmmmmmmmm

2 Mmmmmmmmimmm
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KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH

NOMOR ..ocomsssssssrssvores

“ama ( yang memberikan Perintah ) © Mmmmmmmmmmmmmmmm

‘abatan ; Mmmmmmmmmmmmmmmm
MEMERINTAHKAN

Xepada

z Nama ¢ Minmmmmmmmmmmmmmmm

> Jabatan : Mmmmmmmmmmmmin

Tnfuk

Mmumminmi mmnnmmummmmmlmmunnmmummnnmmmmmmmun1mmmmmnnmmnmmmmn
mmmmmmmmmim mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrmnmmm
TOMMmMmMMmMmm MImmmmmTmmmmmmmm

Mmmmmmramm mmmrmnmnumnnunmrmmnmmmxmnmmmmnunmnummmmmnnunmmmm
mmmmimmmiminm mimmmmmmmmmmmmmmnmmmmmnumnmmmm

Dhtetapkan & womeammnissmsmmmemn
pada tanggal ..........cocovveeeeoieeeen,

An. BUFATI BANDUNG
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP
Tzmbusan
Mmmmmmmmmmm
M mmmmmmmmmm
: AMmmmmmmmmmm

53



KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH
SURAT PERINTAH
NOMOR oo sicmssosasss
Nama ( yang memberikan Perintah ) ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmm
Jabatan ¢ Minmmmmmmmmmmmmmm
MEMERINTAHKAN
Kepada
a. Nama ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmm
b. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmm
Untuk

Mmmminm mnmmmmummmmmnnnnnmnmxmnmnmnn"mmmnnnmmmnmnmmmnmmnnmmun
mmmmmmmmmmminm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
MnMmMmmmmmninnmnmnmnnmnnmmmmmmmmmm

kL%mmnmmmmnmnmnmnmunnunmmnmmmmnmunmnunmmmunmmmunmnmmmm

Ditetapkan i v oo

e O———
NAMA JABATAN PIMPIN AN
PERANGKAT DAERAH
NAMA JELAS
Pangkat
NIP
Tembusan
LMmmmmmmmmmm
2 Mmmmmmmmmmm
3. Mmmmmmmmmmm
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I. SURAT IZIN
1. Pengertian
Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang

dikcluarkan olch Bupati atau pcjabat lain yang berwenang menurut peraturan pcrundang-
undangan yang berlaku.

to

Susunan,
a. Sural Izin lerdiri atas ;
1) Kepala Surat Izin .
2) Isi Surat Izin .
3) Bagian akhir Surat Izin.
b. Kepala Surat Izin terdiri atas :
1) Tulisan Surat Izin yang ditempatkan ditengah lembar atas naskah dinas.
2) “NOMOR", Tangal dan “ TAHUN *,
3) Tulisan “ TENTANG .

¢ Isi Surat lzin terdiri atas :

1} Dasar;
2) Nama;
3) Jabalan;
4) Alamat;

5) Kaperluan Izin.
d. Bagian akhir Surat Izin terdiri atas :

1) Nama tempat dikeluarkan Surat Izin.

2) Tanggal, Bulan dan Tahun.

3) Nama Jabatan yang mengeluarkan Surat Izin.

4) Tandatangan Pejabat yang member Izin

5) Nama jelas Pejabat yang memberi 1zi berikut Pangkat dan NIP.
6) Stcmpcl jabatan / Instansi.

7) ‘'l'embusan.

3 Penandatanganan :
. Sural Izin yang dilandalangani oleh Bupaii dibual di alas kerlas ukuran [olio, dengan

menggunakan kop naskah dinas “ BUPATI BANDUNG ¢ dengan T.ambang Negara
berwarna hitam.

o

Surat zin yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dan
atau atas wewenang jabatannya di buat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas Perangkat Dacrah yang bersangkutan.

¢. Surat Izin yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang
jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas
Perangkat Daerah yang bersangkutan.
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4. Benfuk / Model Naskah Dinas Surat Izin

LAMBANG NEGARA

BUPATI BANDUNG

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
(:101.5 £ 6 1 > SNR— [ /. 200

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

BUPATI BANDUNG

Dasar ! a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Mmmmmmmnunmmmmnunmrmnnnnmmmmmmrmn
mmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmm

MENGIZINKAN
Kepada
Nama © Mmmmmmmmmmmmmmmmm
Alamal : Mmmmmmmmmmmmmmmmm
Untuk ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmm
Ditetapkan di ........ccocvvuvrrvereccesnnnnn,
PAAATATEEAL oucieinisiniiammmmansmsamemmomsess
BUPATI BANDUNG
NAMA
Tembusan :
L Mmmmmmmmnimm

M Immmmmmmnmini



KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

BUPATI BANDUNG
Dasar - Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmnnmmnmnimmnmmmmmmmmnmn

b. I\ﬁnmnunmmmmnmmmnmmmmmnnunnunmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MENGIZINKAN
Hcpada
Nama . Mimmmmmmmmaoimmmnimnm
Alamat © o M N Inm
Untuk © Mmmmmmmmmmmmmmmmm
DHEEIRARAL ool
pada tanggal .........occevevveivveneeesr e,
An. BUPATI BANDUNG
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH
NAMA JELAS
Pangkat
NIP
Tembusan

LA mmmmmmmmmm
A Immmmmmmmmm
F Mmmmmmmmmmm
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KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH
e ——
SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR ....cceververrenne L ssveeviveriminenn L ssssassissvomnsss 200
TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

BUPATI BANDUNG
Dasar ;4. Mmmmmmnummmmmmmmmmmmmmmmmmamn

mmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Mmmmmmmmmmmmmommmmmmmmmmmmmm

Beaigeiseieabesioatosbenisioabosiveiontogioniagboniavivabosisstoabystontasbastostes]

MENGIZINKAN
Kepada !
Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmm
Alamat ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmm
I ntuk D Mmmmmmmmmmmmmmmmm
DACStapRan i ..o iommommessssssmmsanss
pada tanggal ..........ccoooooniiiie
NAMA JABATAN PIMPIN AN
PERANGKAT DAERAH
NAMA JELAS
Pangkat
NIP
Tembusan

LA Immmmmmmmmm

Z AImmmmmmmmmm
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J.

SURAT PERJANJIAN

1.

Pengertian

Surat Perjanjian adalah Naskah Dinas yang berisi suatu kesepakatan bersama yang mengikat
anlara pihak-pihak (erlenlu unluk melakukan (indakan/perbuatan hukum yang (elah
disepakati hersama.

Susunan

a.  Surat Perjanjian terdiri atas :

1
2)
3)

Kapala Surat Perjanjian ;
Isi Surat Perjanjian ;
Bagian akhir surat Perjanjian.

b. Kepala Surat Perjanjian terdiri atas :

1)

Tulisan * SURA1 PERJANJIAN “ yang ditempatkan ditengah l[embar Naskah
Dinas;

NOMOR dan TAHUN;

Tulisan “TENTANG

Nama /Judul Sural Perjanjian,

¢. Isi Surat Perjanjian terdiri atas :

1)

20

4

3)

4
5)

Narna, pangkat, NIP (bagi PNS), pekerjaan dan alamat pihak-pihak yang terlibat
dalam perjanjian;

Hari, tanggal, bulan dan tahun scrta tcmpat pcmbuatan;

Permasalahan - permasalahan yang diperjanjikan, dirumuskan dalam bentuk uraian
atau dibagi dalam pasal - pasal dan dikemukakan yang menyangkut hak dan
kewajiban dari masing - masing pihak serta tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Saksi Hukum;

Penyelesaian-penyelesaian.

d. Bagian akhir Surat Perjanjian terdiri atas :

1y
2)
3)
4
5)
6)

Tulisan “PIHAK KE........."; ( yang membuat perjanjian )
Nama Jabatan pihak-pihak yang mcmbuat Perjanjian;
‘Tandatangan pihak-pihak yang membuat Perjanjian;
Nama jelas pihak-pihak penandatangan;

Pangkat dan NIP bagi PNS;

Stempel Jabatar/ Instansi.

Penandatanganan :

a.  Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “BUPATI BANDUNG “ dengan lambang
negara berwarna hitam;

b.  Surat Pcrjanjian yang ditandatangani olch Pimpinan Pcrangkat Dacrah atas nama
Bupati atau atas weweiniang jabatannya di buat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Dacrah yang bersangkutan ;

¢.  Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang
Jjabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas
Perangkal Dacrah yang bersangkulan.
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4. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Perjanjian

LAMBANG NEGARA
BUPATI BANDUNG
SURAT PERJANJIAN
NOMOR sl ssmmmsmmibemssosoml SO0

TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MVIMVIVIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

I T O Y LT O U Y Y LY LY L T Y LY L T Y Y T YA T LT A A LT YUY LT A Y Y £ T

il MmnmMmmm I nmmmnmmmmnmmnmmmmmmmmnmm mmmmmmmmmmnmmmnmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm PIHAK KE 1

S

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm PIHAK KE I

Mmmnnnmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnumnmmmmtmnnumnnunmmmnnumnm
mmmmmnmmmmmmmmmmmmminmmmmmmmmmmmmmmmminmmmmmmm

Pasal

numnmmmnnnnmnumnmnunnmmnunnummmnnmmmmmnunmmnmmmmmmm

PIHAK KL I PIHAK KE I

( Nama Jabatan yang melakukan Perjanjian ) BUPATI BANDUNG
NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat
NIP
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KOP NASKAH DINAS

PERNAGKAT DAERAH

SURAT PERJANJIAN
NOMIOR. .oz snseliamonsummensinsssrilossess el 300
TENTANG
MVIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MVIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMVMMMVVVMM
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaim

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

1. mnmunmmmrmnmmmmmmmmnunmnunmmmmmmmmmmmmmmmrmnmmmmmmmm
mmonnmmmummmommmmmmmainmmmmmm PIHAK KE 1

2

M mmminm mmmmmnm mmm mmm mm mmmmmm mmm mmm mmm mmm mmm i mmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm PIHAK KE 11

Mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
IALERREARRbARRRRIReRTRiaeipabeninloabeqitaiqebenivaioshasionioahusianisabontonisabanioabasbontoqhosbughagioabostanioaboaiontaniysl

Pasal

M nmmmnmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmm
mmmmmmnmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmm

PHAK KE 11 PIHAK KE I

( Nama Jabatan yang melakukan Perjanjian ) An. BUPATI BANDUNG
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkal Pangkal
NIP NTP
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KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

SURAT PERJANJIAN
NOMOR...... | S S — /200

TENTANG

W»IWMWMMWMWRAMWWMWMWMMMMMMMM

MMVIVIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMA IVIMMMMMMMMMM

Mmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmimnmmminmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm
mmmmmrmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

1. mmmlnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnmmrmn
nmm e mmmmmmmm PHAK KE 1

2. l\-ﬁ'rmxmmmmrrunmnnnmmmmrmnm.mmmrmnmmmmmmmmmmnunmmmnmunnummnm
mmmmrunmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm PIHAK KE 11

Mnun.'nmmm!nmmmmmmmunluuuurnnnnunlnuznnunluu1uuuununulu:uuuuuluunun‘nm
mimmimimir mrmmmmnmmnunmmmmmmmmmrmnmmmmrmnmmmmmmm mammin

Pasal

Mn mmmmmmmmmmmmim mmmnnnmrmnmmmmmmmmmmrmnnnmnmmmmmmmm
mmmmmnm1mxnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmnnnunmmmmmmmrmmnrmnmmmm

PHAK KEII PIHAK KE I
( Nama Jabatan yang melakukan Petjanjian ) NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH
NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat Pangkat
NIP NIP
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K. SURAT TUGAS

I

™

Pengertian .

Surat Tugas adalah Naskah Dinas yang berisikan pemberitahuan penugasan dari pihak
alasan kepada bawahan untuk melakukan lugas atasan lersebul.

Susunan.

d.

Surat tugas terdiri atas :

1) Kepala Surat Tugas;

2) Tsi Surat Tugas;

3) DBagian Akhir Surat Tugas;

Kepala Surat Tugas terdiri atas :

1) Tulisan “ SURAT TUGAS ¢
2) Nomor dan TAHUN.

Isi Surat Tugas memuat dasar dan pertimbangan penugasan, nama Jabatan yang diberi
tugas, jenis tugas yang harus dilaksanakan dan waktu pelaksanaan tugas.

Bagian akhir Surat Tugas terdiri atas :

1) Nama tempat ;

2) Tanggal, Bulan dan Tahun ;

3) Nama Jabatan ;

4) Tanda tangan Pejabat yang memberi tugas ;
5) Nama jelas Pejabat ;

6) Pangkat dan NIP bagi PNS

7) Stempel Jabatan/ Instansi ;

8) Tembusan,

Pcnandatanganan .

a.

o

Surat Tugas yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan Kop Naskah Dinas “ BUPATI BANDUNG “ dengan J.ambang Negara
berwama hitam;

Surat Tugas yang ditandatangani olch Pimpinan Pcrangkat Dacrah atas nama Bupati

atau atas wewenang Jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Dacrah vang bersangkutan ;

Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati
atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah vang bersangkutan.
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4, Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Tugas

LAMBANG NEGARA

BUPATI BANDUNG

SURAT TUGAS

NOMOR sovsrmm et bttt i s s s

M nmmminmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmm
mmmmiminmmmminnnmmmnmmmmmmmmmmmmimnmm

MENUGASKAN
Kepada
a.  MMMMMMMMNMMNVMMMMMVMMMMMMMA VMM
b, MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMVIVEVIVIV
c.  MMMMMMMMMMMMMMMVMMMMMMNMMMMMM
Untuk g Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmnmnnmmnmnmnmmmmnmnnmnmnnmmnmnnmminnmnmmmmmm
mnmmmmmmmnmmmmmmnmmmmmmmrammmmmiminmmmmmmmimm

Dikeluarkan di ...ooooeovvvererennann,
Padaitanggal wmwmnsssstioe
BUPATI BANDUNG
NAMA

Tembusan
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmminmminnmmmmm
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KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

M

SURAT TUGAS

NOMOR

Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmnnnmmnnmmmmmnmnmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimnn mmmmmmim
mnuummmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmimn

MENUGASK AN

Kepada
d. MMMNMMMMMVMMMMMMVVINVIVIVAMMMADMMMMM
e.  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMNNM
£ MMVMMAINVAMDMMAANNIVMADNMMMMMVNVV VDV
Untuk ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmm

I T I TN MU TN I ITU T T T T TUTHITUI TN IMmmimmmin
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ditetapkan di covssmasmmmmimas
pada tang@al .....ccceevvevveieiie e

An. BUPATI BANDUNG
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA TET.AS

Pangkat
NIP

TEMBUSAN. disampaikan kepada

Yih.

NMmmmmmmmmmm
Mimmimimmimminmim
Mmmmmmmmmmm

S e
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L. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
1. Pengertian
Surat I'crintah Perjalanan Dinas adalah Naskah Dinas scbagai alat pemberitahuan yang

ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan Dinas serta pemberian
fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

o

Susunan.
a.  Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :

1) Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas;
2) Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas;
3) Bagian akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas.

b. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :

1) Tulisan “ NOMOR” di sebelah kanan atas;

2) Tulisan “ Lembaran Ke.....%; di ketik dibawah Kata ¢ Nomor
3) Tulisan “ SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS *;

4) Tulisan“(SPPD);

¢.  Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :

1) Nama jabatan yang memberikan perintah;

2) Nama dan NIP Pejabat / pegawai yang diberi perintah;

3) Jabalan/pangkal dan golongan pegawai yang diberi perintah;

4) Nama tempat dari dan kemana perjalanan dinas dilakukan;

5) Lama perjalanan dinas;

6) Maksud perjalanan dinas;

7) Perhitungan biaya perjalanan dinas;

8) Keterangan mengetahui kedatangan dan kepergian yang diberi perintah perjalanan
dinas dari pejabat yang didatangi;

d. Bagian akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :

1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;

2) Nama jabatan pemberi perintah;

3) Tandatangan pejabat serta nama jelas pejabat pemberi perintah;
4) Stempel jabatan/ Instansi .

3. Penandatanganan .

a.  Surat Perintah Perjaianan Dinas yang ditandatangani oleh Bupati di buat di atas kertas
ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “ BUPATI BANDUNG ¢
dengan Lambang Negara berwarna hitam;

b.  Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sekerstaris Daerah atas nama
Bupali alau alas wewenang jabatannya dibual di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan Kop naskah Sekretariat Daerah ;

¢. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah

atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan
Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.
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4. Bentuk / Model Naskah Din

as Surat Perintah Perjalanan Dinas

LAMBANG NEGARA

BUAPTI BANDUNG

Nomor
Lembar Ke

SURAT PERINTAH PERJAT.ANAN DINAS

(SPPD)
1. Pejabat yang memberi perintah
2. Nama / NIP Pegawai yang diperintah
mengadakan perjalanan Dinas
3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari
Pegawai yang diperintah
4. Pcrjalanan Dinas yang dipcrintahkan :  dari
Ke : :
Transportasi Menggunakan
5. Perjalanan Dinas direncanakan selama () hari
dari tanggal ©........c.coeveviirinnnn,
LR DT | ————
5. Maksug mengadakan Perjalanan
7. Perhitungan Biaya perjalanan Atas beban
Pasal Anggaran
8. Keterangan lihat sebelah
Mmmmmmmmmmmm, ................ooerrrrereennn,
BUPATI BANDUNG

NAMA JET.AS
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KETERANGAN

I. DAFTFEJABAT PEMBERI PERINTAH

Tempat Kedudukan Pegawai Berangkit Kembali
| vang diberi Perintah Tanggal Tandatangan | Tanggal | Tandatangan
II. DARI PEJABAT DIDAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI
Tempat Kedudukan Pegawai Tiha Kembali
yang diberi Perintah Tanggal Tandatangan | Tanggal | Tandatangan
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KOP NASKAH DINAS

SEKRETARIAT DAERAH

Nomor
Lembar Ke

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)
1. Pejabal yang memberi perinlah
2. Nama / NIP Pegawai yang diperintah
mengadakan perjalanan Dinas
3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari
Pegawai yang diperintah
4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan : dari
Ke :
Transportasi Mcnggunakan
5. Perjalanan Dinas direncanakan ¢ selama( ) har
dati tanggal i...ccveviveivireenreiennn,
s/d Tanggal @ .....ccooeevvvvvneirnnn.
5. Maksug mengadakan Perjalanan
7. Perhitungan Biaya perjalanan : Atas beban
Pasal Anggaran
8. Keterangan :  lihat sebelah
Mmmmmmmmmmmm, ............coocoeeereerennnn, 200

An. BUPATI BANDUNG
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS
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KOP NASKAH DINAS

SEKRETARIAT DAERAH

Nomor
Lembar Ke

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

. Pejabal yang memberi perintah

(SPPD)

. Nama / NIP Pegawai yang diperintah

mengadakan perjalanan Dinas

. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari

Pegawai yang diperintah

. Perjalanan Dinas yang diperintahkan

dari
Ke
Transportasi Mcnggunakan

. Perjalanan Dinas direncanakan

selama () han

dari tanggal ©........cc.ccevvvrereerennnnn,
LT .
5. Maksug mengadakan Perjalanan
7. Perhitungan Biaya perjalanan Atas beban
Pasal Anggaran
. Keterangan lihat sebelah
Mmmmmmmmmmmm, ......................

An. BUPATI BANDUNG

PIMPINAN SATUAN ORGANISAST

NAMA JELAS
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M. SURAT KUASA

1. Pengertian

Surai Kuasa adalah naskah dinas sebagai alal pemberilahuan dan (anda bukii yang berisi
pemberian mandat, hak, kewajiban dan wewenang dari pihak pejabat yang memberikan
kuasa kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak dalam penyelesaian sesuatu urusan.

)

Susunan
4. Surat Kuasa terdiri atas ;

1) kepala Surat Kuasa ; ,
2) Isi Surat Kuasa ; 5
3) Bagian akhir Surat Kuasa.

b.  Kepala Surat Kuasa terdiri atas :

1) Tulisan “ SURAT KUASA “ ditempatkan di tengah lembar naskah dinas ;
2) Tulisan “ Nomor ” Kuasa di tempatkan di bawah Tulisan “ SURAT KUASA ©

¢.  Ist Sural Kuasa terdir atas :
1) Nama, Pejabat ,Pangkat, Nip dan Jabatan yang memberi kuasa;
2) Tulisan “ Memberi Kuasa ‘¢ ;
3) Tulisan “Kepada “;
4) Nama Pejabat yang diberi kuasa;
5) Nama Jabatan yang diberi kuasa;

6) ‘l'ulisan untuk;

) Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang dikuasakan.

d. Bagian Akhir Surat Kuasa terdiri atas :

1) Nama tempat , Tanggal , Bulan , dan Tahun Pembuatan;

2) Nama Jabatan pemberi kuasa;

3) Tanda fangan pejabat pemberi kuasa;

4) Nama jelas , Pemberi Kuasa, (Pangkat dan NIP bagi PNS);
5)  Stempel jabatan/ instansi;

6) Nama Jabatan Yang diberi kuasa;;

7) ‘landa tangan Pejabat yang diberi kuasa;

8) Nama jelas, pangkat dan NIP yang diberi kuasa.

2, Penandatanganan .

a.  Surat Kuasa yang ditandatangani olech Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio,
dengan  menggunakan Kop Naskah Dinas ¢ BUPATI BANDUNG “ dengan
L ambang Negara berwarna hitam.

b.  Surat Kuasa ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas
wowenang jabatannya  dibuat diatas  kerlas ukuran folio, dengan menggunahan Kop
Nagkah Dinas Sekretariat Daerah ;

¢ Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang
jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunkan Kop Naskah Dinas
Perangkat Daerah yvang bersangkutan .
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d.  Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Kuasa
LAMBANG NEGARA

BUPATI BANDUNG

SURAT KUASA

NOMOR . cvvsvasvsssavsensssssermamsinss

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
b. Jabatan © Mmmmmmmmmmmmmmmmmmim
c. NIP. ;. MMMMMMMMMMMMMM

MEMBERI KUASA

arn ’!I“’l
gpads
a. Nama ; Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
b. Jabalan ; MmmmmmmmmmmmmmmmmmImnm
¢c. NIP. : MMMMMMMMMMMMM
_ntuk :
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmm
MMMMMMM MMM MMM MU T UM MM MM ammmm mmm minmmmmm
mmmmmmmmmmmmm
Demikian supaya vang berkepentingan menjadi maklum.
MmmmmmmmIm, ......cooceeviieienieeenie e 200
Vang diberi Kuasa Yang Memberi Kuasa
RUPATI BANDUNG
NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkal
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KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

SURAT KUASA ™ 1 s sssssssasnanann,

JRLB].Y ()  C——————————

Yang bertandatangan dibawah ini :

a
b
c
K~
~wspada
Q.
b.
C.
L P
B HINN

Nama
Jabatan
NIP.

Nama
Jabatan
NIP.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
NMMMMMMMMMMMMMM

MEMBERI KUASA

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
MMMMMMMMMNNNM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmim

mmnmminunmiimmnmnmmmnmmmmmmmmmminmmmnmmmmnmnmmmimnmnmmmmm
mmmmminmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmimnmmimmmmmmimimmimn .

mmmmimmmmimmimmm

Demikian supaya yang berkepentingan menjadi maklum.

Kane dibori Fuasa

m R T
angkat
D

MMmmMmmImImIT, .o 200
Yang Memberi Kuasa

An. BUPATI BANDUNG
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.
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KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

SURAT KUASA

PIRIOIR s vsiesmemenmmmmsamsssss sawsns

Yang bertandatangan dibawah ini :

a Nama : Mmmmmmmmmmmmminmmmmmm
b Jabatan ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmmmum
¢ NIP. : MMIMMMMMIVIMMMMMM

MEMBERI KUASA

Kepada
a. Nama © Mmmmmmmmmmmmmmmminmmmmmm
. Jabatan ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
¢. NIP. ;. MMMMMMMMMMMMM
Untuk :
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmInmmmmmmmnmmmmmmmmmmmrimmmmnmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm’
mmmmmmmmmmimmm
Demikian supaya yang berkepentingan menjadi maklum.
Mmmmmmmmum, .......ccoeeeeeeeeeeeeeeennn. 200
Yang diberi Kuasa Yang Memberi Kuasa
NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH
NAMA JELAS NAMA JELAS
Fangkat Pangkat
NIP NIP.
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N. SURAT UNDANGAN

1. Pengertian

Surat Undangan adalah Naskah Dinas yang merupakan pemberitahuan yang meminta
kepada yang bersangkulan unluk datang pada wakly, (empat dan acara yang difenlukan.

t

Susunan
a.  Surat Undangan terdiri atas :
1) Kepala Sural Undangan;
2) Tsi Surat Undangan;
3) DBagian Akhir Surat Undangan.

b. Kepala Surat Undangan terdiri atas :
1) Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun dilempatkan di kanan atas;
2)  Alamat undangan yang ditujukan ;
3) Nomor. sifat, lampiran dan perihal diketik secara berturut-turut;
¢.  Isi Surat Undangan terdiri atas :
1)  Maksud dan (ujuan;
2) Hari penyelenggaraan;
3) Tanggal, jam dan tempat penyelenggaraan;
4) Acara yang akan diselenggarakan;
3) Tulisan penutup.

d. Bagian akhir undangan terdiri atas :

1) Nama Jabatan Pengundang ;

2) Tanda Tangan Pejabat Pengundang;

3) Nama jelas Pejabat, Pangkat dan NIP Pengundang;
4) Stempel Jabatan/Instansi;

5) Catatan yang dianggap perlu.

3. Penandatanganan

a. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran foliv,
dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “ BUPATI BANDUNG “ dengan Lambang
Negara berwama hitam;

b.  Surat Undangan yang ditandatangani oleh Sekretariat Daerah atas nama Bupati dibuat
di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah
alau alas wewenang Jabalannya

¢. Surat Undangan ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama wewenang
Jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas
Perangkat Dacrah yang bersangkutan.
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d. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Undangan

LAMBANG NEGARA
BUPATI BANDUNG
Mmmmmmmmmmm, ...................... 200
Kepada
Nomor D mmmmmmmmm Yth. Mmmmmmmmmmmmmm
Sifat Dommmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm
Lampiran : mmmmmmmimm
Perihal : UNDANGAN, di -

MMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmimmmmmimmmmminm
ninmmmmmmmmmmmnmmmnmnmmmmmnmnmnmmnmmmmmmmmmmmmmimm nmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmnmnmmmmimunnmmmmmmmmnmmmmniunmmmm

Hari : Mmmmmmmmmmmmmmmmm
Tanggal D Mmmmmmmmmmmmmmmmm
Waktu o Mimmmmmmmmmmmpunmmm
Tempat © Mmmmmmmmmmmnmmmmmm
Acara D Mmmmmmmminniminmimmmin

Mmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmm mmmmni
nonmmmmmmmmmmmmmmmimmimmimimimimnimimnm

BUPATI BANDUNG

NAMA

Catatan 0 Aimmmmmmmmmmmnpimmmm
I TS m mm mnimim

76



KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH
Kepada
Nomor ommminmmmmm Yth. Mmmmmmmmmmmmmm
Sifat Comimmmmmmmm mmmmmmmmim
Lampiran : mmmmmmmmm
Perihal : UNDANGAN. di -
MMMMMMMMM

I\'Immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm
mmmmmmmnmummmimmmmimmmimmmmimm I mmmmimnmmmimiminimim
mmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmim

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Hari :
‘Tanggal
Waktu
Tempat :
Acara

Mmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmnmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmm mmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmimmmmmin mmmmmmmmmm

An.  BUPATI BANDUNG
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NP

Tatatan : Mmmmmmmmm mmmmmmmm
nmmmmmmmmnmmmmmmmnmim
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KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

Nomor
Sifat :
Lampiran :
Perihal
Catatan

mmmmmmmimm
mmmmmmmmm
mmmmmmminm
UNDANCGAN.

Mmmmmmmmmm, «.....eeeeeeveveeeenns 200

Kepada

Mmmmmmmmmmmmmm
mmmmimmmmmimnnmnmmimim

di -

MMMVMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmim
mmmmmmmmmaounmmimnmmmmmimnmmminmimmmmmimmnmmimmmmmnm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmommmmmmmmmmmmminmmmmmmmmmmnmmmmmmmmnmmmmmmmin

Harli :
Tanggal >
Waktu

Tempat -
Acara :

Mmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmnmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmn
Mmmmmmmmmimmmimimmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmim

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmnmmmmmIimnm

Mmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmimnmmmmmmmmmmmm
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PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP



0. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

i

!‘J

Pengertian

Surat DPernyataan Melaksanakan Tugas adalah Naskah Dinas yang merupakan alat
pemberitahuan dan tanda bukti Pejabat yang berwenang kepada Pejabat / Pegawai lain yang
menyatakan bahwa Pejabat / Pegawai tersebut telah mulai menjalankan tugas.

Susunan

a.  Sural Pernyataan Melaksanakan Tugas, lerdir atas :

1) Kepala Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ;
2) Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ;
3) Bagian Akhir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

b.  Kecpala Surat Pernyataan Mclaksanakan Tugas, terdiri atas :

1) Tulisan “SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS";
2) Nomor dan Tahun.

Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, terdiri atas :

1) Nama, Pangkat/ Golongan, Ruang, NIP dan Jabatan yang memberi pernyataan ;

2) Nama, Pangkat, Golongan NIP dan Jabatan yang diberi pernyataan ;

3) Nomor, Tanggal dan Dasar Surat Keputusan pengangkatan dan mulai
melaksanakan tugas Unit Kerja.

¢}

d. Bagian Akhir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, terdiri atas :

1) Nama tempat pembuatan ;

2) Tanggal, Bulan dan Tahun;

3) Nama Jabatan pembuat Pernyataan ;
4)  Tanda tangan Pcjabat;

5) Nama, Pangkat dan NIPt ;

6) Stempel Jabatan / Instansi.

Penandatanganan .

a. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Bupati, dibuat di atas
kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “BUPATI BANDUNG”

dengan lambang Negara berwarna hitam |

. Sural Pernyataan Melaksanakan Tugas yang dilandatangani oleh Pimpinan Perangka
Daerah atas nama Bupati Bandung atau atas wewenang Jabatannya dibuat di atas kertas
vkuran folio, dengan menggunakun Kop Naskah Dinas perangkat daerah yang
bersangkutan ;

c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat

Dacrah atas wcwenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan .

79



4. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
LAMBANG NEGARA

BUPATI BANDUNG

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mmmmmmmmmmmmmm
NIP. ;. MMMMMMMMMNMMM
Pangkat / Golongan : Mmmmmmmmmmmmmm
Ruang : Mmmmmmmmmmmmmm
Jabatan ¢ Mmmmmmmmmmmmmm

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya hahwa :

Nama ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmmm
NIP. ;. MMMMMMMMMMM

Pangkat/ (Golongan : Mmmmmmmmmmmmmmm

Ruang : Mmmmmmmmmmmmmmmm

Jabatan ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Vang diangkat berdasarkan Surat Keputusan ~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
nmmmmmmmmmmmmmnmmnmmmmnmnnnmmmmmmmmmnmmmnmm  Nomor mmmmmminmm mm
erhitung mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmTelah nyata menjalankan tugas sebagai mmmmmmmm
Di

Mmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah
labatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi Surat pernyataan ini ternyata tidak benar
rang berakibat Kerugian Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut

MmmmmmmmmIm, ..., 200

BUPATI BANDUNG

NAMA

&0



KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR sosnmnummsmnsaimsonn 200

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mmmmmmmmmmmmmm
NIP. : MMMMMMMMMMMM
Pangkat / Golongan ¢ Mmmmmmmmmmmmmm
Ruang : Mmmmmmmmmmmmmm
Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmm

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmm
NIP. ;. MMMMMMMMMMM

Pangkat/ Golongan : Mmmmmmmmmmmmmmm

Ruang : Mmmmmmmmmmmmmmmm

Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmim

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan ~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
MMM MmN MMM MmMnmMmmmmmmunmnmmmmmmmmmm  NOmor mmmmmiummm . mnm
erhitung mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmTelah nyata menjalankan tugas sebagai mmmmmmmm

Di -

Mommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah
labatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi Surat pernyataan ini ternyata tidak benar

rang herakibat kerugian Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut

An. BUPATI BANDUNG
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.
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KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
INOMOR coossonmvmmmnn s, 200

Yang bertandatangan dibawah ini :
t=] =

Nama : Mmmmmmmmmmmmmm
NIP. ;. MMMMMMMMMMMM
Pangkat / Golongan : Mmmmmmmmmmmmmm
Ruang : Mmmmmmmmmmmmmm
Jabatan ¢ Mmmmmmmmmmmmumm

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama . Mmmmmmmmmmmmmmmmmm
NIP. : MMMMMMMMMMM

Pangkat’ Golongan : Mmmmmmmmmmmmmmm

Ruang : Mmmmmmmmmmmmmmmm

Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan ~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmnmmmminmmnmmnmnmnmmmmmmmmmmmmmmmmmm  Nomor mmmmmmimmm mm
ierhiting mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmTelah nyata menjalankan tugas sebagai mmmmmmmm

Di-
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Demikian Suret Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah
labatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi Surat pernyataan ini ternyata tidak benar
rang berakibat kerugian Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut

MmmmmmmImmIm, ..o 200

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP
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P. SURAT PANGGILAN

1. Pengertian

Surat Panggilan adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk memanggil Pejabat
Inslansi Pemerintah / Swasla / Perorangan guna diminta kelerangan mengenai suatu
permasalahan / persoalan.

2. Susunan
a.  Surat Panggilan terdiri atas :

1) Kepala Surat Panggilan ;
2) Isi Surat Panggilan ;
3) Bagian Akhir Surat Panggilan ;

b.  Kepala Surat Panggilan terdiri atas :

1) Nama, lempat, Tanggal, Bulan dan l'ahun ;

2} Nama Instansi Pemerintah/Swasta/Perorangan yang dipanggil ;
3) Nomor, sifat, lampiran dan perihal.

¢. Isi Surat Panggilan memual : hari, langgai , jam , lempal menghadap, kepada , alamal
dan maksud panggilan.

d.  Bagian akhir Surat Panggilan terdiri atas :

1) Nama Jabatan ;

2) Tandalangan Pejabat ;

3) Nama, Pangkat dan NTP Pejabat ;
4)  Stempel Jabatan / Instansi ;

5) Tembusan.

3. Penandatanganan .

a.  Surat Panggilan yang ditandatangani oleh DBupati dibuat diatas kertas ukuran folio,
dengan  menggunakan Kop Naskah Dinas ¢ BUPATI BANDUNG “ dengan
Lambang Negara berwarma hitam,;

b. Surat panggilan yang ditandatangani olch Pimpinan DPcrangkat Dacrah atas nama
Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas
Perangkat Daerah yang bersangkutan ;

Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang

jabartannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop Naskah Dinas
Pcrangkat daerah yang bersangkutan .

(¢}
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4. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Panggilan

LAMBANG NEGARA
BUPATI BANDUNG
Kepada
Nomor o Mmmmmmmmmmmmin Yth. Mmmmmmmmmmmmmm
Sifat ;. Mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmimmmim
Lapiran : Mmmmmmmmmmm
Perthal ¢ Mmmmnmmmmmmmm di-

MMMMMMNNMM

M T T LT L O LA L O LY O T T AT T T L Y L Y DL 2 O T T T
mmmmrammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmimnmmmmmmmmmmmmmmmmmimnmmmmmmninmmmmmmm

Hari : Mmmmmmmmmmmmmmmm
Tanggal : Mmmmmmmmmmmmmmmim
Jam ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmum
Tempat ¢ Mimmmmmmmmmmmmmmin
Mengahadap

Kepada : Mmmmmmmmmmmmmmmm
Alamat ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmm

IV[nmmnmmmmnnummmmnnmmmnmmmmmtmmmunmmnunnummmmmmn
mmmmmmmnmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmpmmminm

BUPATI BANDUNG

NAMA

Tembusan :
1. Mmmmmmmmmmmmm
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KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH
Mmmmmmmn, oesanansans 200
Kepada
Nomor ;. Mmmmmmmmmimmmim Yth., Mmmmmmmmmmmmmm
Sifat © Mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm
Lapiran  : Mmmmmmimimminm
Perihal o Mmmmmmmmmmmmm di-

MMMMMMNMM

MmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmminmmmmmImmmninmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmImmmmim
MM M M A N MMM M mmmmnm

Hari : Mmmmmmmmmmmmmmmm
Tanggal : Mmmmmmmmmmmmmmmm
Jam : Mmmmmmmmmmmmmmmm
Tempat ;. Mmmmmmmmmmmmmmmm
Mengahadap

Kepada : Mmmmmmmmmmmmmmmm
Alamat © Mmmmmmmimmmmmmmmum

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmim mmiminm
mmmim mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

An.  BUPATI BANDUNG
PIMPINAN PERANGKAT DAERAII

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

l'embusan :

1. Mmmmmmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmmmmmm



KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH
MM

Mmmmmmmin, .......coeeeeeeeneeennnns 200
Kepada

Nomor ; Mmmmmmmmmmmmm Yih. Mmmmmmmmmmmmmm

Sifat : Mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm

Lapiran : Mmynmmmmmmmm

Perihal » Mmmmmmmmmmmmm di-

MMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmms nmmmmmmmmmimmmimmininm
mmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
BEARRRTOTOARAUI AR RaRERNetioqbetianvaqbeavatbonhetiatianhothanueebaniienaqneaseqveobanvasianbontaeredsesdaanastiertl

Hari ¢ Mmmmmmmmmmnuninmmn
Tanggal ¢ Mmmmmmmmmmmimimnmm
Jatn © M i m
Tempat : Mmmmmmmmmmmmmmmm
Mengahadap

Kepada ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmm
Alamat : Mmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmminmminm
mmmnmmmmminmmmmmmmmmmmirinmmmmmmmmmmmmmmm

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

NAMA JET.AS
Pangkat
NIP

Tembusan :

1 Mmmmmmmmmmmmm
2 Mmmmmmmmmummim
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Q.

NOTA DINAS

Pengertian

Nota Dinas adalah Naskah Dinas sebagai alat komunikasi tertulis intern antar Pejabat unit-
unil Organisasi yang memual pemberitahuan , permintaan , penjelasan, laporan dan
sebagainva mengenai hal-hal vang berhubungan dengan masalah kedinasan.

Susunan

a.

d.

Nota Dinas terdiri atas :

1)  Kepala Nota Dinas ;
2) Isi Nota Dinas;
3) Bagian akhir Nota Dinas.

Kepala Nota Dinas terdiri atas :

) Tulisan “ NOTA DINAS «;
2) Pejabat / alamat yang dituju;
3) DPejabat yang mengirim;
4y Tanggal, Bulan dan Tahun ;
5) Nomor dapat ditambahkan kode sesuai dengan kebutuhan ;
6) Sifat, Lampiran dan Perihal .

Isi Nota Dinas dirumuskan dalam bentuk uraian.
Bagian akhir Naskah Dinas terdiri atas:

1) Nama Jabatan;

2) ‘l'andatangan Pejabat;

3) Nama Pangkat dan NIP;
4)  Tembusan.

Penandatanganan .

a.

Nota Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Ketja di Lingkungan Perangkat
Daerah atau atas nara Pimpinan Perangkat Daerah dan atau atas wewenang
jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas
Perangkat Daerah Yang bersangkutan.

Nota Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja di lingkungan satuan
Organisasi atau atas nama Pimpinan Satuan Organisasi atau atas wewenang jabatannya
dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat
Daerah yang bersangkutan.
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4, Bentuk / Model Nota Dinas

KOP NASKAH DINAS
Lambang
Daerah
PERANGKAT DAERAH
mw
NOTA - DINAS
Kepada : Mmmmmmmmmmmmmmmmm
Dari ¢ Mmmmmmmmmmmmmmimimnmm
Tanggal : Mmmmmmmmmmmmmmm
Nomor » Mnmmmmmmmmmmmmmm
Sifat © Mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Lampiran ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmm
Perihal o) Immmmmmmmmmmmmmmm

Mm MMMommmnmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmm
mnunmimummimmin immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmnimmmmm
mimmommmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmr nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmermmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
EMATReTN NI eeheebeaiaaianiasiseioebonionioabonissloqbonionioabonieatasbosioaioabaniaaioedegdenvuabaatagioshoeiondoubuosiostaetesdoedoqvastssasvestestesssenes]
mmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

thmunmmmnmmnnmnnunmmmmmmmmmmmmmmnmmmmnunmmmmmmmmnmmm

mmmmmmmmmmnmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmnmmmmmimnmmmmmm

NAMA JABATAN

NAMA JELAS
Pangakt
NIP

Tembusan :

L Mmmmmmmimmmmmm

-

2. Mmmmmmmmmmmmmmmm
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KOP NASKAH DINAS
Lambang

Daerah
PERANGKAT DAERAH
NOTA - DINAS
“.epada ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmmo
Dan o Mmimmmmmmmmmmmmmmimim
Tanggal © Mmmmmmmmmmmmmmm
Nomor o Minmmmmmmmmmmmmimnm
Sifat ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Lampiran o Mmmmmmmmmmmmmmmim
Perihal o Mmmmmmmmmmmmmmmmm

AMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmnunmimm
mmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmm

AMMMIMMMmnummmmnmmmimmmmmmmmimin

MmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmInmmin
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmMmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmnimmm
IMMMIMInmmmmnmmmmmmmmmnmmmmnmmnmmmnmnmnmnmnmmnmnnmnmmnmnnTimmmnmmninminm mm
nmmmmmminmmnmmmmmmmmmimmm

An. NAMA JABATAN PIM[PINAN
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangakt
NIP

Tembusan :

3. Mmmmmmmmmmmmim
2 Mummmmmmmmmmmuminm
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R. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

1. Pengertian

Nota Pengajuan Kensep Naskah Dinas adalah alat komunikasi intern yeng d:tujukan kepada
pejabal alasan guna penyampaian Konsep Naskah Dinas untuk mendapalken penvelesaian
atau tanda tangan.

2. Susunan

a.  Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas

1) Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas 3
2, Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas :
3)  Bagian akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.

b. Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas :

) Nama tempat;
) Tanggal, Bulan dan Tahun;
Pejabat/ alamat yang dituju;
) Tulisan “ NOTA PENGATJUAN KONSEP NASKAH DINAS .

¢.  Isi Nota Pengajuan Konscp Naskah Dinas terdiri atas :

1
2
3
4

1) Jenis naskah yang dituju;

2) Pejabat /alamat tujuan Naskah Dinas disampaikan;

3) Dari pejabat yang mengirim kan Naskah Dinas;

4) Tentang Isi Naskah Dinas;

5) Catatan yang diperlukan;

6) Lampiran;

7) Permohonan mendapatkan tandatangan / pengesahan / persetujuan,

d.  Bagian akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas :

1) Nama Jabatan;

2) Tandatangan Pejabat;

3) Nama Pejabat berikut Pangkat dan NIP;
4)  Tulisan “ DISPOSISI PIMPINAN * ;

Penandatanganan.

(O8]

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja di
lingkungan Perangkat Daerah atau atas nama Pimpinan Perangkat Daerah atau atas
wowcenangn jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah
dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.
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4. Bentuk / Model Naskah Dinas Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas

KOP NASKAH DINAS

Lambang
Daerah

PERANGKAT DAERAH

Nomor Mmmmmmmmmmmm

Yth. Minmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmm

di -

MMMMMMMM

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat -

Kepada

Dari

Tentang

Cataran

Lampiran

Untuk Mohon tandatangan atas

DISPOSISI PDIMPINAN

Tindak lanjut

Catatan : Coret yang tidak perlu

Mmmmmmmmmmmmmmmmmim

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmsr
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

annnmmmmmmrmmmmn
mmmmmmmmmmmmmmmmm

NAMA JELAS.

NAMA JEI.AS
Pangkat

NIP



S.  LEMBAR DISPOSISI

1. Pengertian

Tembaran Disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada bawahan yang
berist informasi atau perinlah.

|S®]

Susunan
a.  Lembar Disposisi terdiri atas :

1) Kepala Lembar Disposisi ;
2) Tsi T.embar Disposisi ;
3) DBagian akhir lembar Disposisi ;

b, Kepala Lembar Disposisi terdiri atas ;

1) Tulisan “ LEMBAR DISPOSISI ¢
2) Surat dari ;
3) Nomor surat
4) Tanggal surat ;
) Diterima tanggal ;

ON

) Nomor kode sural ;
) Diteruskan kepada ;
8) Perihal.

|

o

Isi Lembar Disposisi terdiri atas :

1) ‘lulisan lembar Disposisi ditempatkan di tengah lembar Naskah;
2) IsiDisposisi di rumuskan dalam bentuk uraian .

d. DBagian akhir lembar disposisi dibubuhi paraf atasan yang memberi disposisi beserta
langgalnya,

3. Penandatanganan .

a.  Lombar disposisi ditandatangani atau diparaf olch Sckrotaris Dacrah atau Dcjabat
Perangkat Pemerintah Kabupaten .

b.  Tembar Disposisi dimaksud diatas dibuat diatas kertas ukuran }2 folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.
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4. Bentuk Model Naskah Dinas Lembar Disposisi
KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

surat dari : . Diterima
Tanggal

langgal Surat ; : Nomor

. _Agenda

Jomor Surat : . Diteruskan kepada

si Disposisi

P

Tandatangan atau paraf
Tanggal, Bulan dan Tahun
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f

TELAAHAN STAF

i

Pengertian

Telaohan Staf adalah naskah dinas yang dibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis
periimbangan — periimbangan, pendapat dan saran — saran lenlang sesualu masalah.

Susunan

d.

Telaahan Staf terdui atas :

1) Kcpala Telaahan Staf;

2)  Isi Telaahan Staf

3) Dagian akhir telaahan staf.

Hepala Telaahan Staf terdiri atas :

) Tulisan * TELAAHAN STAF * ditulis ditcngah Icmbar naskah dinas ;
) Pejabat dan alamat yang dituju;

3) Pejabat yang mengirim;
) Nomor Surat, tanggal, sifat dan lampiran ;

ik

» b

4

[s1 Telaahan Staf terdiri atas :

1) Pokok Persoalan;

2) Pra Anggapan ;

3) Fakior dan dala yang berpengaruh lerhadap persoa;an ( bila ada ) ;
4)  Pembahasan / Analisis ;

5y Kesimpulan;

6) Saran tindak.

Bagian akhir telaahan staf terdiri atas :

) Nama Jabatan ;

) Tanda tangan Pejabat ;

3) Nama Jelas, Pangkat dan NIP Pejabat ;
{)  Tembusan.

Y R S

Pendatanganan.

Telaahan staf yang ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah
alau alas nama Pimpinan Perangkal Daerah alau alas wewenang jabalannya dibual dialas
kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

94



4. Bentuk / Model Naskah Dinas Telaahan Staf

KOP NASKAH DINAS
Lambang
Daerah

SATUAN ORGANISASI

TELAAHAN STAF

Kepada © Mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Dari ;o Mmmimmm s i .
Tanggal © Mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Nomor » Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Sifat” : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Lampiran ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Perihal ; Mmmmmmmmmmmmmmmmmumin,
L Pokok Persoalan Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

. Pra Anggapan

M. Fakta dan data yang
berpangaruh terhadap persoalan

IV. Pcmbahasan / Analisis
V.  Kcsimpulan

VI.  Saran Tindak

Tembusan ;

1. Mmmmmmmmmmmmmmmimmm
2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmminmmnammmnmmmmmmmmim

Mimnmmmmmmimmimm mmmmnuminn mim
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmniummmmm mmnm MmmImmInmmm
mmnoummmnmmnmmmmminmmmmmmmim

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmnmmmnmmniunmmmmim

MmmmmmmmmmmmmmmInmminm mmi.)
mmmmmmmminmmmmmmmmmmmmmim

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmminm
mmmmmmmmmmmmmmnunmmmmmmm

Mmmmmmmm, ..o, 200
NAMA JABATAN

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.
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C.

PENGUMUMAN
1. Pengertian
Pengumuman adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan yang ditujukan kepada
masyarakal umum aiau kelompok masyarakal, pegawal yang sifainya berancha ragam yang
merupakan penjelasan pernyataan atau saran dan petunjuk lebih lanjut mengenai sesuatu
Urusan.
2. Susunan
a. Pengumuman terdiri atas :
) Kepala Pengumuman,;
2)  Isi Pengumuman,
1) Bagian akhir Pengumuman.
b.  Kepala Pengumuman terdiri atas
1) Tulisan “ PENGUMUMAN * tertulis ditengah lembar Naskah Dinas;
2) Nomor dan Tahun;
3)  Tulisan * TENTANG %,
4) Nama judul pengumuman.
c. Isi Pengumuman dirumuskan dalam bentuk uraian;
d. DBagian akhir Pengumuman terdiri atas :
1) Nama tempat Pengumuman ;
2y Tanggal, Bulan dan Tahun;
3) Nama Jabatan;
4) Tandatangan Pgjabat berikut Pangkat dan NIP;
5)  Stempel Jabatan/Instansi.
3. Penandatanganan.

a.

b.

Pengumuman yang ditandatangani Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas “ BUPATI BANDUNG * dengan Lambang Negara
berwarna hitam.

I’engumuman yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas
wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop
naskah dinas Sekretaris Daerah.

Pengumuman vang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Organisasi atas nama Bupati
atau atas wewenang jabatannya di buat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas Satuan Organisasi yang bersangkutan.
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4. Bentuk / Model Naskah Dinas Pengumuman
LAMBANG NEGARA

BUPATI BANDUNG

PENGUMUMAN
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BUPATI BANDUNG

NAMA
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KOP NASKAH DINAS
Lambang
Daerah

SEKRETARIAT DAERAH

PENGUMUMAN

NOMOR Supsmmmmmssssmursmasavsmg

TENTANG
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Dikeluarkan di cuveveevvvveeiie s
Pada tanggal

An. BUPATI BANDUNG
SEKRETARIS DAERAH :

NAMA JELAS
Pangkat
NIP
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KOP NASKAH DINAS

Lambang
Daerah

SATUAN ORGANISASI

PENGUMUMAN

WNOWIOR. § resnesmmssssssrssmmenssesssasssssssammsns

TENTANG
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5L LV | (S
Pada tanggal ........ccooovvvviivrceceivinr e

An. BUPATI BANDUNG
NAMA JABATAN PIMPINAN
SATUAN ORGANISASI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP
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V. LAPORAN

1. Pengertian

Laporan adalah naskah dinas yang berisikan pemberitahuan atau pertanggung jawaban dari
bawahan kepada atasan atau dari suatu (im Kerja yang disusun lengkap, sccara sistemalls
dan kronolegis.

2. Susunan
a. Laporan, terdiri atas

1) KepalaT.aporan ;

2) IsiLaporan;

3) Bagian Akhir Laporan;

4) Lampiran jika dianggap perlu.

b.  Kepala Laporan, terdiri atas :

1) Tulisan “Laporan” ;
2) Judui Laporan.

¢ Isi Laporan dirumuskan dalam benluk uraian secara lengkap, sisiemalis dan kronologis,
vang terdiri atas :
1) Data;
2)  Analisis
3) Lvaluasi;
4) Kcsimpulan dan Saran ;
3) Penutup.

d. Bagian Akhir Laporan, terdiri atas :

1) Nama Tempat ;

2) Tanggal, Bulan dan Tahun ;

3) Nama Jabatan pembuat laporan ;
4) Tandatangan Pejabat ;

5) Nama, Pangkat dan NIP Pejabat ;
6) Stempel Jabatan / Instansi.

2. Penandatanganan.

a. TLaporan yang ditandatangani oleh Bupati di buat di atas Kertas ukuran folio, dengan
merggunakan Kop Naskah Dinas “BUPATI BANDUNG” menggunakan lambang
Ncgara berwarna hitam

b. Laporan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas
wewenang jabatannya di buat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop
Naskah Dinas Sekretariat Daerah ;

o

Laporan yang ditandatangani olch Pimpinan Satuan Organisasi atas nama Bupati atau
atas wewenang jabatannya di buat di atas kertas ukuran folio, cengan menggunakan
Kop Naskah Dinas Satuan Organisasi yang bersangkutan.
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4. Bentuk / Model Naskah Dinas Laporan
LAMBANG NEGARA

BUPATI BANDUNG

LAPORAN
MNNVEVINMMMMMMMMMMMVMMMNMMMMMMAMMVIVVIMMMMNMM
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BUPATI BANDUNG

NAMA
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KOP NASKAH DINAS
Lambang
Daerai

SEKRETARIAT DAERAH

LAPORAN
MMM IMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNM
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An. BUPATI BANDUNG
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP
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KOP NASKAH DINAS
Lambang
Daerah

SATUAN ORGANISASI

LAPORAN
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An. BUPATI BANDUNG
NAMA JABATAN PIMPINAN
SATUAN ORGANISASI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP



W, REKOMENDASI

1. Pengertian
Rekomendasi adalah Naskah Dinas yang memuat keterangan penjelasan atau cataian .dari
Pejabai yang berwenang lenlang suatu hal urusan dan alau masalah yang dapai dijadikan
bahan pertimbangan oleh atasan.

2. Susunan
a. Rekomendasi terdiri atas :
I} Kepala Rekomendasi;

2) Isi Rekomendasi;
3) Bagian akhir Rekomendasi.

b. Kepala Rekomendasi terdiri atas :

1) Nomor, Lampiran, Perihal ;
2) Pejabat/ alamat yang dituju;
31 Tulisan * Rekomendasi “,

¢.  Isi Rekomendasi dirumuskan dalam beniuk uraian;

d. Dagian Akhir Rekomendasi terdiri atas :

1) Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun;
2} Nama Jabatan pembuatan Rekomendasi;
3) Tandatangan Pcjabat;

4) Nama, Pangkat dan NIP pejabat;

5) Stempel Jabatan/Instansi.

(o]

Penandsianganan .

a.  Rekomendasi yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, -
dengan menggunakan Kep Naskah Dinas “ BUPATI BANDUNG ” dengan Lambang

Negara berwarna hitam;

b. Rckomendasi yang ditandatzngani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati
atzu atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan Kop Naskah Dinas Satuan Organisasi yang bersangkutan.

o

Rokomendasi yang dibuat dan ditandatangani olch Pimpinan Pcrangkat Dacrah
ditentukan oleh jenis, menurut wewenang yang ada, sesuai dengan ketentuan yang
eriaku.
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Bentuk / Model Naskah Dinas Rekomendasi
LAMBANG NEGARA

BUPATI BANDUNG

Nomor
Lampiran
Perthal
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BUPATI BANDUNG

NAMA
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KOP NASKAH DINAS

Lambang
Daerah
PERANGKAT DAERAH
Mmmmmmmm, ......ooooeeveeenio 200
Kepada
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An. BUPATI BANDUNG
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP



EOP NASKAH DINAS

Lambang
Daerah
PERANGKAT DAERAH
Mmmmmmmm, ........ccceeeeeveeeeeennnn. 200
Kepada
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PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP
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X. SURAT PENGANTAR

1. Pengertian
Surat Pengantar adalah suatu Naskah Dinas yang dipergunakan sebagai pengantar untuk
mengirimkan scsuatu naskah dinas atau barang dan scbagainya yang pada umumnya tidak
memerlukan penjelasan.

(SRl

a.

Susunan

Surat Pengantar terdiri atas :

1) Kepala Surat Pengaoatar;

2) Isi Surat Pengantar;

3) Bagian akhir Surat Pengantar.

Kepala Surat Pengantar terdiri atas :

1) Nomor

2) Pejabat/alamat yang dituju ;

3) Tulisan “ SURAT PENGANTAR “ ditempatkan ditengah lembar isi Naskah Dinas

)

Isi Surat pengantar terdiri atas :

1) Kolom nomor urut;

2) Kolom jenis yang dikirim; .
3) Kolom banyaknya naskah/barang;

4) Kolom kelerangan;

Bagian akhir surat pengantar terdiri atas :

1) Nama tempat;

2) Tanggal, Bulan dan Tahun;

3)  Nama jabalan pembual Sural Penganlar ;
4) Tandatangan Pajabat;

5) Nama, Pangkat dan NIP Pejabat;

6) Stempel jabatan/Instanst;

7) Penerima.

3. Penandatanganan .

a.

Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas Nama Bupati atau atas

_wewenang Jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop

Naskah Dinas Sekretariat Daerah;
Surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Organisasi atas Nama

Bupati atau atas wewenang Jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio dengan
menggunakan Kop Naskah Dinas Satuan Organisasi Yang bersangkutan.
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4. Bentuk / Model Naskah Dinas Surat Pengantar

KOP NASKAH DINAS
Lambang
Dacrah
SEKRETARIAT DAERAH
Kepada,
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KOP NASKAH DINAS

SATUAN ORGANISASI
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NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat Pangakat
NIP NIP
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Y. TELEGRAM

1. Pengertiun .
Telegram adalah Naskah Dinas berisi berila singkat yang perlu disampaikan dengan cepal
dikirim melalui Telekomunikasi.

o

Susunan
a.  Formulir Telegram terdiri atas :

1) Kepala Telegram;
2) Isi Telegram;
3) DBagian akhir Telegram.

b. Kepala Telegram terdiri atas :

1) Pejabat yang mengirim;
2) VPejabat/ alamat yang dituju;
3) Tembusan.

¢.  Isi Telegram lerdiri atas ;
1) Klasifikasi ;
2) Nomor;
3)  Uraian isi berita dirumuskan dalam kalimat singkat dan jelas ;
4) Tanggal waktu pembuatun .

d.  Bagian akhir l'elegram terdiri atas :

1) Nama Pejabat yang mengirim ;

2) Nama jabatan yang mengirim ;

3) Tanda tangan Pejabat yang mengirim ;
4) Stempel Jabatan / Instansi.

3. Penandatanganan .

a. Telegram yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas
wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop
Naskah Dinas Sekretariat Daerah.

b.  Telegram yang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Organisasi atas nama Bupati atau

atas wewenang jabatannya di buat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan
Kop askah Dinas Satuan Organisasi Yang bersangkutan.
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4. Bentuk / Model Naskah dinas T clegram

KOP NASKAH DINAS
SEKRETARIAT DAERAH
FORMULIR BERITA
Register No ¢ oo
PANGGILAN _ JENIS NOMOR DERAJAT |
. ]
DARI . I\ﬁmmnmmnmmmmmmmmmmmmm }

UNTUK 3 Mmmmmmnunmnnnnmunmmmmnunm
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Tanggal waktu Pembuatan

f | Waktu | Lalu | Pamaf
l', No. Kode ,’ Terima Kirim 7 Lintas | Opersator
Pengirim ; II {!
l
Nama ,l " /
I
Jabatan ll ,
landalangan : / /
f
I
I
|

————

1
I
|
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KOP NASKAH DINAS

SATUAN ORGANISASI
FORMULIR BERITA
Register NO & .ovvvevrvrerivsrnnene
PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT
DARI © Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
UNTUK Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
TEMBUSAN = Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

KLASIFIKASI :  SEGERA

NOMOT oo oo oo
AA TTK. anmunmrmnmnunmnunmmmmmmmmmmxmnmmxmnmnunmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm TTK
BBB TTK
.\’hmnnummnmmmnmunmmtmmmmmnmnnnmnunnumnnumnnmunm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmminm TTK
CCCTTK DSTNYA TTK HBS
Tanggal waktu Pembuatan ...................
Waktu Lalu | Paraf
No. Kode Terima Kirim Lintas Opersator
Pengirim :
Nama
Jabatan

Tandalangan ;
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Z. BERITA DAERAH

1. Pengertian
Berila Daerah adalah Naskah Dinas yang dilerbitkan oleh Bupali yang dilujukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah guna
mendapatkan persetujuan .

o

Susunan
a. Berita Daerah terdiri atas

1) Kepala Berita Daerah ;
2) Isi Berita Daerah ;
3) Bagian akhir Berita Daerah ;
b.  Kepala Berita Daerah terdiri atas -
1) Tempat, Tanggal , Bulan den Tahun ;
2)  Pejabat atau alamat yang diruju ;
3)  Nomor, Lampiran dan Perihal ;
4)  Tulisan “ BERITA DAERAH “;
¢.  Isi Berita Dacrah terdiri atas uraian maksud penyampaian Berita Daerah .
d.  Bagian akhir Berita Daerah terdiri atas
1) Nama Jabatan ;

2) landatangan Pejabat ;

3) Nama Pejabat , Pangkat dan NIP ;
4)  Stempel Jabatan / Instansi ;

5) Tembusan.

3. Penandatanganan .

a.  Berita Dacrah yang ditandatangani oleh Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio
mengunakan Kop Naskah Dinas “ BUPATI BANDUNG ¢ menggunakan Lambang
Negara berwarna hitam ;

b.  Beriia Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas

wewenang jabatannya  di buat diatas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kcp
Nashah Dinas Sekretarial Daerah,
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4. Benituk / Model Naskah Dinas Berita Daerah

LAMBANG NEGARA
BUPATI BANDUNG
Mmmmmmmmmm, .................... 200
Kepada
Nomor ¢ Mmmmmmmmmmmmmmm Yth.  Pimpinan DPRD Kabupaten
Sifat ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmm Bandung
Lampiran : Mmmmmmmmmmmmmmm
Perihal ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmm di -
MNMMMMNMNMNMMM
BERITA DAERAH

.I\/Immmmmmxmnnnnmmmmrmnmmrmnmmmmnunnunmmmmnunmmmmmnun
T ITUIMIMITUTUN T TN T U InNImnm UM T T M TUTLITITIT mmmimimin mmmmm_mmmnun
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
T (1T

Mmrmmnmnmmmmmmmmmmmmmmmmmnunnunmmmmmmmmmmmmnun
mmnunmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmm

Mmrmmmnmmmmxmnnnmnmmmnmunmmmnumnnnnmnunmrmnmmmmnunm
I IIIZHIIIII.IIIIIIIIIIII.IIlIIIIIIIIIIIIIIHlllIIIIIIIlIIHIl‘(IlIlHIHIlIIlIIlIIIIIlIllIllHHIH!IIIHIHIHIHIHIU)IIIIIIIIII
mm

BUPATI BANDUNG

NAMA

Tembusan ;

: .“\/Ilnlnln'Tl]n”l”llH'Hl[lllll'l'l“un
2 M Immmmmmmmmmy nmmin
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KOP NASKAH DINAS

- SEKRETARIAT DAERAH
Mmmmmmmmmun, ................... 200
Kepada
Nomor » Mmmmmmmmmmmmmmm Yth.  Pimpinan DPRD Kabupalen
Sifat ¢ Mminmmmmmmmmmmmmmm Bandung
Lampiran : Mmmmmmmmmmmmmmm
Perihal ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmm di -
MMMMMMMMMMM
BERITA DAERAH

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmm

Minmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmm
IMMINMMMIM MM MM MM mITm MM UMM M TN MM IMITUMITUTUTITIINIMIM
mmmmm

I\/Immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
m.rnmn_'xmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mm

An. BUPATI BANDUNG
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

~embusan :

S M rmmnummmmmmm mstomnm
~Mmmmmmmmmmmmmmm
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BB. NOTULEN

1

to

W

Pengertian

Notulen adalah Naskah Dinas yang memuat catatan jalannya kegiatan Sidang/Rapat, mulai
dari acars pembukaan, pembahasan masalah sampai dengan Pengambilan Kepulusan serla
penutupnya.

Susunan
a.  Notulen terdiri atas :
1) Kepala Notulen;
2) Isi Notulen;
3) Bagian Akhir Notulen.

b.  Kepala Nolulen terdiri atas Tulisan * NOTULEN

¢.  Keterangan tentang Notulen Rapat/Sidang terdiri atas :

1) Nama Rapat/Sidang;
2) Hari dan Tanggal;
3) Jam Sidang/rapat;
4) Tempat;

S) Acara;

6) Pimpinan Sidang/Rapat;
7) Ketua/Wakil Katua;

8) Sckrctaris;

9) Pencatat;

10) Peserta Sidang/Rapat.

d. Isi Notulen kegiatan Rapat/Sidang terdiri atas :
1) Kata Pembukaan;
2) Pembahasan;
3) Pembaca keputusan / Kesimpulan ;
4) Jam penutup.
e. Bagian akhir Notulen terdiri atas
1) Nama Jabatan;
2) Tandatangan;
3) Nama Pejabat, Pangkat dan NIP;

Penandalanganan .

a.  Notulen yang ditandatangani oleh Pejabat di Lingkungan Sckretariat Daerah di buat di
atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop naskah dinas Sekretariat Daerah;

b.  Notulen yang ditandatangani olch Pcjabat di Lingkungan Satuan Organisasi dibuat di
atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Satuan Organisasi
yang bersangkutan;

¢.  Antara keterangan Sidang/Rapat dan Isi Notulen/Rapat diberi garis batas:

d.  Masing-masing acara pada jalannya Sidang/Rapat diberi tempat secukupnya untuk

catatan pembahasan seperlunya;
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4. Bentuk / Model Naskah Dinas Notulen

KOP NASKAH DINAS

SEKRETARIAT DAERAH

SIDANG / RAPAT
Hari / Tanggal

Jam Panggilan

Jam Sidang / Kapat
Tempat

Acara

PIMPINAN SIDANG / RAPAT
Ketua

Sekretaris
Pencatat

Peserta Sidang / rapat

KEGIATAN SIDANG / RAPAT

Kata Pembukaan
Pemvahasan
Keputusan / kesimpulan

@

NOTULEN

Mmmmmmmaummmmmmmmmnmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

L. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. dst Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
3. Penutup

Mmmmmmmmmmmmmmmmmrammm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmm

i3 Mnunnmumnmmmmmnunmmnun

2. dst.
1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
2. dst

memmmmnumnnmunmrmnrmnnmmunmmmm
I\/ﬁ\/ﬁl'ﬂll]IIIHIIHIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIII]IIIIIIIIUIIIIHllllllllnlnlinﬂl
l\/[mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmrmmnnunmmmmmmmmmmm

PIMPINAN SIDANG / RAPAT
NAMA JABATAN

NAMA JELAS
Pangkat
NIP
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KOP NASKAH DINAS
SATUAN ORGANISASI

NOTULEN
SIDANG /R APAT o Mimmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Haii / Tanggal © Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Jam Panggilan ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Jam Sidang  Rapai : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Tempat
Acara Mmmmmmmmmmmmmmmimmmm

1.
2. dst Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
3. Penutup

PIMPINAN SIDANG / RAPAT

Ketua © Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Scekretaris © MmO T T
Pencatat © Mmmmmmmmmmmmmmmmmm

Peserta Sidang / rapat 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmm
2. dst.
KEGIATAN SIDANG /RAPAT : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
2. dst
1 Kata Pembukaan : Mnumnmmmnunnmmumnmmmmnunmmrmnm
2. Pcmbahasan : I\Mnmmmmmnnnmnunmmmmmmmmmmmmm
3. Keputasan / kesimpulan © Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

PIMPINAN SIDANG / RAPAT
NAMA JABATAN

NAMA JELAS
Pangkat
NIP
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AA. BERITA ACARA

1. Pengertian
Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi penyerahan / pelepasan hak_atau sesuatu
benda alau hak dan kewajiban seseorang alau pejabal yang menjadi langgung jawab kepada
pihak kedua.

2. Susunan
a. Berita acara terdiri atas :

1) Kepala Berita Acara;
2) Isi Berita Acara;
3) DBagian Akhir Berita Acara. ’
b. Kepala Berita Acara terdiri atas :
1) Tulisan “ BERITA ACARA “yang ditempatkan di tengah lembar naskah ;

2) Noor Bernita Acara ;
3) Judul Berita Acara;

(27

Isi Berita Acara dirumuskan dalam bentuk uraian yang di dalamnya di camtumkan :
1) tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun kejadian disamping permasalahan pokok ;
2) MNama,NIP, Pangkatt Golongan dan Alamat .

d. Bagian Akhir Berita Acara meliputi :

1) Nama tempat;

2) Tanggal, Bulan dan Tahun;

3) Tulisan pihak yang terlibat dalam Berita Acara;
4) Nama Jabatan yang terlibat dalam Berita Acara;
5) Tandatangan pihak yang terlibat;

6) Nama lcngkap pihak yang terlibat;

7) Stempel jabatan dan Instansi;

) Tandatangan yang menyaksikan;

9) Tulisan “ Demikian Berita Acara ini di buat dalam rangka..........................”.

)

Penandatunganan .

a.  Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk
pejabat yang menyaksikan;

b. Borita Acara yang ditandatangani olch Bupati Bandung di buat di atas kcrtas ukuran
folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “ BUPAII BANDUNG
menggunakan Lambang Negara berwarna hitam;

¢. DBerita Acara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas
wewenangnya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah
Dinas Sekretariat Daerah:

d.  Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Organisasi atas nama Bupati

atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan Kop Naskah Dinas Satuan Organisasi yang bersangkutan,
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4. Beniuk / Model Naskah Dinas Berita Acara
LAMBANG NEGARA

BUPATI BANDUNG

mm-\___—_——__

BERITA ACARA

L6 ()40 S————

NH\HVHMNHVH\-M-HVLNH\/[NHVDNMMMV&H\MMVMHA
Nm'ﬁvmfmmm't\ﬂvﬁvm'meNﬂVﬂ\’ﬂMﬂVMMAMNM

Pada hari ini tanggal mmmmmmmmmmmmmmmmmmImmmmm mmmrammmrmmm
mmmmm mmm rinmmmmmmmmmmmmmm Kami masing - masimg :

1. Mt nunxnnm1mmm1mrmmmun1ru1mnnnunnunmnmunmnummm1umnmmnmummnnummmn
vang selanjutnya disebut pihak I

2 kﬁmmumnmnmnunmmmnunmmmnnmmmnmmnmmnnnnumnnunmmmmnmmmmmm
vang selanjutnya disebut Pihak Il

Mmmm mmrmnmmmmmmmmmmmrmnmmmmmmmmmnnnmmnunnunmmmmnmmmmmm
mmmmmmmimn unmnummnmmmmnumnmnunmnunmnunmmmmmmnunmnunmmmmmmmmmrmn
mmimmmmmimn mmunmnumnmnunnunmnunmmnunnummmnmmrmnmrmnrmmmnnunm

Mmmmmmmmmm, ........................ 200
Pihak ke I Pihak ke O
Nama Jabatan BUPATI BANDUNG
NAMA JELAS NAMA
Pangkat
NIP,

Nama Pejabat yan: menyaksikan

NAMA JEL.AS
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KOP NASKAH DINAS

Lambang
Daerah
SEKRETARIAT DAERAH
BERITA ACARA

MMMMVMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM VMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNM MMM

Pada hari ini  tanggal mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoammmm
mmmmm mummnmmmmmmmmmmmmmm Kami masing — masimg :

3. Mmmmmmmn mmmmrmnmmnunnumnmmmmnunmrmnmmmrmnmmmmmmmnummmmnmmmmm
yang selanjutnya disebut pihak I

4. T\/ﬁnnmu‘xmnnu|xntmmmmmnummnmmmnmnmunmnmmumnﬂummnnummmmlunnmmmmmmunnu‘n
vang sclanjutnya disebut Pihak II

Mmmmmmuminmmmminmmmin MM MmMmmmmmmmm mmmmmm A IImMmnmm mmmm
mImmmmmmmimit xmrmmmnmnunmmmnmnunnumnnumnrmmnnumnnumnmmmmmmnunnumnmm
mnumnmmmnmmnmunmmmmmmmrmnmmmmmmmmmmmmmmmnunmnunmmmmm

MMmmMmmmmmin, .................... 200
Ythak ke I Pihak ke IT
Jama Jabatan An. BUPATI BANDUNG
SEKRETARIS DAER AH
NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat Pangkat

Nama Pejabat yang menyaksikan

NAMA JEL AS
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KOP NASKAH DINAS

SATUAN ORGANISASI

BERITA ACARA

MMNMMMMVIMNVIVIVMNVIMMMMMNMVMMIMMMMMMMMMM
NovIvivIMMMMINMMMMMMMMMNMVIMMMMMMMMMVMMM

Pada harn mi  tanggal mmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmnmmmmmn
mmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm Kami masing masimg :

L. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmumm
vang selanjutnya disebut pihak I

2. Mimimminmmimi nmmim mmm mmmiInmmnm UMMM Mmmmnmmmmmmmmmmm mmmmIinmminmmm
yang selanjutnya disebut Pihak I1

Mmmmm M T U T T U T T A T T UM MMM M tmm
IO U T I T A T T T U U i i i immm mm mmm i immim
MIMIMMMIMUT MM munmmmmmmmminmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmonmmmm

Mmmmmmmmimin, ..., 200
Pihak ke I Pihak ke II
Nama Jabatan An. BUPATI BANDUNG
NAMA JABATAN PIMPINAN
SATUAN ORGANISASI
NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Nama Pejabal yang menyaksikan

NAMA JELAS
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BB.

1.

MEMO

Pengertian

Memo adalah Naskah Dinas yang meterinya mengandung pemberitahuan atas sesuat
permasalahan yang dapal digunakan oleh alasan kepada bawahan atau antar Pejabai yang
setingkat.

a.

b.

C.

d.

a.

b.

Susunan

Memo terdiri atas :

') Kepala Memo;

2) Isi Memo;

3) Bagian Akhir Memo.

Kepala Memo terdiri atag :
1} “lulisan “ MEMO *

2) Nama Pengirim Memo;
3) Nama Pejabat dan alamat yang dituju.

Isi Memo memual pemberitahuan alas ungkpan permasalahan / materi.

Bagian akhir Memo terdiri atas :

1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
2) Nama Jabatan;
3) Tandatangan dan nama icrang pcjabat,

Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas

Memo yang diparaf atau ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “ BUPATI BANDUNG « dengan Lambang
Negara berwarna hitam; :

Memo yang diparaf atau ditandatangani olsh Sekretaris dacrah di buat di atas kertas
ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretaris Daerah;

Memo yang ditandatangani oleh pejabat di lingkungan Satuan Organisasi dibuat di atas

kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Satuan Organisasi yang
bersangkutan,
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4. Bentuk / Model Naskah Dinas Memo

LAMBANG NEGARA
BUPATI BANDUNG
MEMO
Dari © Mmmmmmmmmmammmmmmm I MM MMM M MMM M MM mm
Kepada : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnunmmmm mmmmmmm

Ivhrmumunnummmmnmnnunmnunmnmunmmnmunmmmmmnmmumunmmmnumn
T N m)mmmmrmnnmunumm1mnmnm‘mmmmtmumnnmunxmxmunnmummmmmmmmmmu
nmnmmnammnmmnmonmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmm, .............. R 200

BUPATT BANDIUNG

NAMA



KOP NASKAH DINAS

SEKRETARIAT DAERAH
MEMO
Dari o Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Kepada ' Mommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmin

Mmram; ammmmmimmnminmnmmnmmmmmmmmninmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmin
mmmmmmmimnmmmnmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
JRLEETER LR NSO RAR ARV RRRRTEDRR b aRi a0t anbeaenneenaeiandnebearaonoty

Mmmmmmmmmmm, ..........cocovvrrnrn.nnn, 200

L

An. BUPATI BANDUNG
SEKRETARIS DAER AH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP
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KOP NASKAH DINAS

SATUAN ORGANISASI
MEMO
Dan : Mmmmmmmmmmimm mmm o MmN T T T T T ITm
Kepada @ Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm

Mmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

nmmmmmmmmmmmmnmmmmmnmnmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmnmmmnmmummmnm
MMIMMITUTINIRTIM MM MMMImMmmmmminmm

Mmmmmmmmmmm, .........cceeveneennnnn.. 200

NAMA JABATAN PIMPINAN
SATUAN ORGANISASI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP
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CC.DATTAR HADIR

1. Pengertian

a.  Daftw Hadir adalah suatu Naskah Dinas yang dipergunakan untuk mencatat dan
mengetzahui kehadiran sescorang dalam suatu keperluan.

b. Daftar Hadir terdiri atas :

1) Daftar hadir yang didalamnya sudah dicantumkan nama-nama orang yang akan
hadir ; ‘

2) Daftar Hadir yang didalamnya belum dicantumkan nama-nama orang yang akan
hadir,

¢. Daftar Hadir dirumuskan dalam dua bentuk

1) Daftar Hadir untuk keperluan sidang ;
2) Daftar Hadir untuk masuk dan keperluan kerja .

2. Susunan

a.  Daftar Hadir terdiri atas
1) Kepala Daftar Hadir ;
2) Isi Daftar Hadir ;
3)  Bagian akhir Daftar Hadir.
b, Kepala Daltar Hadir terdiri atas :
1) Nama “ DAFTAR HADIR ¢;
2) Unit organisasi;
3) Tempat, hari, tanggal ,jam dan Acara.
¢. Isi Duftar Hadir terdiri atas :
1) Kolom Nomor Urut ;
2) Kolom Nama ;
3) Nama Jabatan / Instansi ;
4) Kolom Tandalangan / Paraf ;
5) Kolom Keterangan ;

6) Untuk Daftar Hadir masuk kantor (ketja ) dilengkapi dengan kolom tanggal dalam
s2tu bulan yang terbagi atas kolom paraf masuk pagi dan siang,

d.  Bagian terahkir Daftar Hadir terdiri atas
1) Noma Tempat ;
2) Tanggal, Bulan dan Tahun :
3) Nama Jabatan ;
4) Tandatangan ;
5) Nama, Pangkat dan NIP 2
6)  Sicmpel Jabatan / Instansi ;
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3. Penandatanganan .

a.

Daftar Hadir yang ditandatangani oleh pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah dibuat
di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop Naskah Dinas Sckretariat
Duacrah ;

Daftar Hadir yang ditandatangani oleh pejabat di lingkungan Satuan Organisasi di buat
di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Satuan Organisasi
vang bersangkutan ;

Daftar Hadir yang ditandatangani oleh Pejabat Penanggung Jawab ;
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4. Bentuk / Model Naskah Dinas Daftar Hadir
KOP NASKAH DINAS

SEKRETARIAT DAERAH

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hani ! Minmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Tanggal ¢ Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Jllnl % .\’Immmmm mmmmmmmmmmimmmimm
Tempat © Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Acara S MmO O N YT
NO | NAMA JABATAN/PANGKAT | TANDA T ANGAN | KET
i
{ 1. i
2 |
2.
3.
4, !
S,
|
1
L |
]
| DST | f |
f l i
Mmmmmmmm, ... 200

NAMA JABATAN

NAMA JELAS
Pangkat
NIP
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KOP NASKAH DINAS

SATUAN ORGANISASI
DAFTAR HADIR
BULAN
MINGGU
NO | NAMA PANGKAT TANGGAL KET
g I /GOL P S | P S|P S| P S
1 2 L3 4 |5 16 [ 7819 [10]11] 12
! I
f
|
;'
|
i
|
[
z' ) l
KEPALA SUB BAGIAN /
L SEKRETARIS , , !
Mnuimmmmmmmmn, ....enovoe 200
NAMA JABATAN YANG
BERTANGGUNG JAWAB

NAMA JELAS
Pangkat
NIP
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DD. PIAGAM

1. Pengertian

Piagam adalah Surat tanda bukti sescorang telah mengikuti kegiatan atau tanda penghargaan
atas prestasi vang telah dicapai atau keteladan yang telah diwujudkan.

2. Susunan

a. Piagam terdiri atas :
1) Kepala Piagam
2) IsiPlagam
3) Bagian Akhir Piagam.

b.  Kepala Piagam terdiri atas :
1) Tulisan “ Piagam Penghargaan *
2) Tulisan * Nomor ‘

c. Isipiagam terdiri atas v
1) Uraian berisikan Pejabat yang memberikan penghargaan;
2) Nama, Tempat, Tanggal Lahir, NIP/NRD, Jabatan, Instansi;

3) Uraian kegiatan yang telah diikiuti termasuk waktu kegiatan dan tempat.atau
perstasi dan keteladanan yang telah dicapai atau diwujudkan.

d. Bagian akhir Piagam terdiri atas :
1) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;
2) Nama Jabatan dan Instansi;
3) Tanda tangan;

4) Nama tjelas.

3. Penandatanganan
a. DPiagam ditanda tangani :
1) DBupati
2) Wakil Bupati
3) Schretaris Daerah
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4. Bentuk / Model Naskah Dinas Piagam
LAMBANG NEGARA

BUPA'T1 BANDUNG

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor

Bupati Bandung Dengan ini memberikan, penghargaan

Kepada :
Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Tempat/Tanggal Lahir : Mnn“mmnﬂUH/Mmmnummnmmmmmmmm
NIP. / NRP : 000000000000000000000000
Jabatan ; anmumnnumumnmmmmnummnmnun

IIlStanSi 4 l\/ﬁnmnmmmnnmmtmnmmm EARIARIeaRaRIeRINnbeNNe}

mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmm, ... 200

BUPATI BANDUNG

NAMA JELAS
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SEKRETARIAT DAERAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor

Bupali Bandung Dengan ini memberikan penghargaan

Kepada :
Nama . Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Tempat/Tanggal Lahir : Mmmmmmmo/Mmmmmmmmmmmmmmm
NIP. / NRP : 000000000000000000000000
Tabatan : Mlnnmmnnmmmnnnmmmmmmmmmmm ’
Instansi : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmrmnmmmmmmmmmrmnmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmImmmmm
mmmxmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mxnmmmmmnummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmum, ... 200

An. BUPATI BANDUNG 5
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NI1P.
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LAMPIRANII : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR  : g0 TaHUN 2001

TANGGAL : 31 pesember 2001

TENTANG : TATA NASKAH DINAS PERANG -
KAT DAFRAH DI LINGKUNGAN
PEMERINT AH KABUPATEN
BANDUNG

BENTUK, IJKURAN DAN ISI STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL INSTANSI
DI TINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

A. STEMPEL JABATAN

1. Yang menggunakan Lambang

o
7\ 7 |
]

Pl A 2,7cm 3,8cm 4 cm
- | |
——7‘7

Lambang Negara / Daerah

2. Yang (idak menggunakan Lambang

N\ ]
A5 2,.3 om 3,8 om 4 chn
| L ' |

a.  Contoh Stempel Jabatan Bupati Bandung

X . BUPATI
XX . BANDUNG

XXX . LAMBANG NEGARA

X : KETUA DPRD KABUPATEN
XX : BANDUNG

XXX : LAMBANG DAERAH
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¢. Contoh Stempel Sekretariat Dacrah

d.

c.

E. STEMPEL LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Centoh ;

C. STEMPEL PERUSAHAAN DAERAH

Contoh :

X

XXX

PEMERINTAH KABUPATEN

BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

136

PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG
SEKRETARIAT DEWAN

PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG
DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG

BAPEDA

PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG

PDAM



D. STEMPEL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

contoh :

L. STEMPEL KECAMATAN

Contoh :

F. STEMPLEL KELURAHAN
Contoh :

. STEMPEL CABANG DINAS
Contoh :

Q

II. STEMPLL PUSKLESMAS
Contoh :

X
XX

137

PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG

R SUD SOREANG

PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG
KECAMATAN BANJARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG



I. STEMPEL UPTD

Contoh :

J. STEMPEL SEKOIAII

Contoh

X
XX

XXX

X

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
CABANG DINAS

SN

BUPATI BANDQUNG




LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 60 TAHUN 2001
TANGGAL : 31 Desember 2001
TENTANG : TATA NASKAH DINAS PERANG -

KAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG

MODEL, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS

A. Perbandingan ukuran Kop Naskah Dinas adalah 2 : 3 yaitu :
1. Ukuran Huruf “ 2 ™ untuk tulisan nama Pemerintah Daerah .
2. Ukuran Huruf* 3 ” untuk tulisan nama Instansi.

3. Bentuk dan isi k. op Naskah Dinas seperti pada contoh berikut :
Contoh 1 :

LAMBANG NEGARA

BUPATI BANDUNG

L

“__h_——_-_

Contoh 2 :
LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

JI. RAYA SOREANG KM. 17 TELP 5891191 — 5891192 — 5891143 — 5891144 SOREANG 40911

R e R Y S R

e

Contoh 3 ;
LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
PARRAR  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan. ...........veoone.. Nou.... Telepon s sivismsmsamsssmnns | 1) SR ——— savisine Kode Pos ......

_M—M—_—m—_

Contoh 4 :
LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DAERAH
DINAS KESEHATAN
Jalan. ................. No..... Telepon




Contoh 5 :

LAMBANG PEMFERINTAH KABUPATEN BANDUNG
PAERAH KANTOR ARSIP DAERAH
B 111 111 1 RO, { | S TCICP O ssepes sssrmsuisssssonseravemssvosssnivsronss FaX covsnninmivsironsons Kode Pos ......
e e e e e e £ R S

Contoh 6 :

LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DAERAH ; .
e BADAN PERENCANAAN DAERAH
Jalan. ... coveerverneNouoe, Telepon .......... FaX ocsusossssssonsiassssss Kode Pos .....

Contoh 7 :
' AMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DAERAH
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
JAAT - covniminiioinsdN Oscss Telep ot cunsssnmsmmsmnnmmmsiaas ) 17§ < S — Kode Pos ......

W—mﬂw&_ﬁ
Contoh 8 :

LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
e RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOREANG

Jalan. ...................No..... Telepon

Contoh 9 :

LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN

DAERAH




Contoh 10 :

LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
RAERAH KECAMATAN BANJARAN

Jalal s O TRICPON iisisirvvommsarmmsisrsssmmmssssimspsmsiien IR ssiwisssiiinirisnmonsse OO POS srimss
W*&Emgm@wmﬁ__mw

Contl.»h 11 :

PEMERINTAI KABUPATEN BANDUNG

Jalan. ... Nou, VIO s esiewssmsirsamg Fax Kode Pos ......

.............................

e r——— ST e—

T Ty W —

Contoh 12 :

AMBANG PEMURINTAN KABUPATEN BANDUNG
DAERAH DINAS ...

CABANG DINAS oo
11511, FRRS— TIPS cocecnessmmmasimints st iissmsoners X ssseassssssssmsssssisisssns Kode Pos ......

:A‘\_ e %\%
(_ontoh 13 :

TTTTYRIPTIIITTYIIrs v e e ererrer e

MBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
JAERAH DINAS

............................................... BaXusamssmommmeen: Kode Pos ......

AMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
JAERAH CABANG DINAS
SDN

1111 [ ——— NUiue Telepon

.......................................

------------------------------------ L E YT PR Y T




LAMPIRANTIY : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR  : 60 TAHUN 2001

TANGGAL : 31 Desember 20C1

TENTANG : TATA NASKAH DINAS PERANG -
KAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG

MODEL, UKURAN DAN iSI KOP SURAT

A. BENTUK

Sampul Surat berbentuk Empat persegi panjang.

Sampul Surat Instansi berwarna coklat muda jenis kertas cassing dengan ukuran masing — masing :

UKURAN | PANJANG ' LEBAR
KANTONG ; 41 CM 30 CM
FOLIO / MAP g 35CM 25 CM
i
¥% FOLIO g 28 CM 18 CM
— !
% FOLIO tl 28 CM 12 CM

. UKURAN HURTUF

Perbandingan huruf 2 : 3

1. Ukuran huruf “ 2 ” untuk tulisan nama PEMERINTAH KAiBUPATEN BANDUNG
2

2. Ukuran hurof - 3 " untuk tulisan nama INSTANSI/ SATUAN ORGANISAST
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C. CONTOH

Contoh 1.
LAMBANG NEGARA
: BUPATI BANDUNG
E———'—';_——_—_—__——————-——_—_.___———————-__%
Nomor : .. S F st 7 S——— Kepada
Yth, SAr. e
Stempel . Cap Jabatan di-
Kode Pos. ........
Contoh 2
L AMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
g
e SEKRETARIAT DAERAH
Jl. RAYA SOREANG KM. 17 TELP 5891191 — 5891192 — 5891143 — 5891144 SOREANG 40911
R e T T R T e SRR — |
Nomor : Kepada
Yih Bt o
Stempel / Cap Jabalan di-
| Kode Pos. ........

Contoli 3 .

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor

S

T e Kepada
¥ty B0, soomsmmmmmmecssssssnaisss
temnpel / Cap Jabatan di-

LAMBANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH Jalan. .oeeeieneene No..... Telepon .cimmnsisisossasossss FaX seiistisioons
&—_—“—_—ﬂ-ﬂ-—_—_—_—E
Nomor : .............. SA— T - Kepada
b T
Stempel / Cap Jabaian di-
Kode Pos. ...
Contoh 4 .
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
LAMBANG _
DAERAH DINAS KESEHATAN

No..... Telepon

Kode Pos. .......
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PEMFRINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PERENCANAAN DAERAH

Jalan. ..o Now.. Telepon ..o . FaY cuinwsasinnans

NOHIOE 2 e s iRy Kepada
Yl SO o
Stempel /7 Cap Jabatan di-
Kode Pos. .......
Contoh 6.
LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DAERAH KANTOR ARSIP DAERAH
Jalan e iNOeoee. TEIEPOM v b SRR ————
Sl ——
Nomor @ ... m— sill ez Kepada
THE TG s
Siempe! / Cap Jabatan di-

Kode Pos. .......

Contch 7.

LAMBANG
DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Jalan. .iinninninnne NG TEINON 5w innevsrsvssvismmvvsnions Fax

---------------------------

Nomor ... Fasssnvines i Kepada
Yth, Sdr. oo
Steinpel / Cap Jabatan di-
Kode Pos. .......
Contoh 8.
LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
parRAH  RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOREANG
Jalani.oammmnnaN O Telepon Fax
Nomor : ... £ svvsamsl  smssiainss Kepada
il Bd5: svvssmmimmmmmssssrns
Stempel / Cap Tabaian di-

Kode Pos. .......

193




Contoh 9.

LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
ANVIDAING i : Sy
DAERAK DINAS KESEHATAN

Nomor : ... - ' Kepada
T B s

Steipel / Cap Jabatan di-

Kode Pos. .......

Comntoh 10

LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DAERAH KECAMATAN BANJARAN

JAAE, o No..... A0 T R ——
Nomor 7 Rl J e s AEE Kepada
21 M S
Stempe! 7 Cap Jabatan di-

Kode Pos. .......

Contoh 11

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN ...ovvvvvrrvrnreeenns
KELURAHAN .....ocotvmenmmreninnesemesearenes

Jalail v N ie FOIBPOM owsosivssmnssitsiimmen | 7> SH—
Wx

Nomer : ... —— ¥ e Kepada

Stempel / Cap Jabatan di-

Kode Pos. ......

Contoh 12

LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DAERAH DINAS cisicesseesnronspasssrsssssssssssrssissss
CABANG DINAS ..o

Nomor D fimessmmsed sansesy) ! e Kepada
b1 S
Stempe! / Cap Jabatan di-




Contoh 13

y | PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
LAMBANG

DAERAH DINAS ....... T

UPTD somsiimmitavioimmmposssmpnaass

Jalan N O Telep ot FaX cumanaeass
Nomor .. .. | —— S — Kepada
Yk, St nmsmmsnimmssimmies
Stempel / Cap Jabatan di-

Kode Pos. .......

BUPATT BANDRUNG




ca

na
j7e

Namn Tevata
noNaAMma isld)

2mpat

Contoh :

B. UKURAN

I,

to

LAMPIRAN V ;. KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR © 60 TAHUN 2001
TANGGAL : 31 Desember 2001

TENTANG : TATA NASKAH DINAS PERANG -
KAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN

BANDUNG

MODEL, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA INSTANSI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

i berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi

[PE—
Foudns
i

P

Uluran Papan

da.

1
1)

1)
2)
3)
4

Ukeran Papan 100 X 200 cm untuk Papan Nama Instansi

SEKRETARIAT DAERAH

DINAS DAERAH

BADAN USAHA MILIK DAERAH

RUMAIL SAKIT UMUM

BADAN /L EMBAGA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPA1EN
BANDUNG

KANTOR CAMAT

Ukuran Papa 75 X 150 cm untuk Papan Nama Instansi

KANTOR KEPALA KELURAHAN

CABANG DINAS

UNIT KERJA DARI DINAS - DINAS DAERAH
UPTD

Ukuran Huruf
Perbandingan ukuran huruf adalah 1 : 2 sebagai berikut :
Ukuran Huruf “ 17 untuk tulisan Nama PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

d.

b.

Ukuran Huruf * 2 ” unfuk tulisan Nama SATUAN ORGANISASI / INSTANSL
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P S

Contoh 1 ¢

Kode Pos

Contoh 2 .

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Kode Pos ......

Contoh 3 :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SEIRITARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

T, s NOusvosson Telepon ......cccceuueeee

Kode Pos ......

Contoh 4
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
Tsrpesioemmmssamess NOvovvvorereee. TEIEPOIN i,
Kode Pos v
Contsh 5 ¢

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PERENCANAAN DAERAH

Kode Pos ......
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Contoh 6 :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KANTOR ARSIP DAERAH

Contoh 7 :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Jhcvnmmnnanssy NOui Telepon .....cccovvveenn.

Kode Pos

Contch 8 :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOCREANG

Jlsnsmanns NOsvssoy, TElEPON wvpavei
Kode Pos ......
Contoh 9 :
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS sisnnnnsmisissosyissamss
B ) FRNSVINOORNRPRANE | ; SR Telepon ....cocceeuennes
Kode Pos ......

Contoh 190 :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN ..ccccvnsssssenssissisasinsssssnaos
I sy NOgaaws Telepon ......cccceuinn

Kode Pos ......




Contoh 11 :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN oamosemnmsens

KELURATIIAIN ...ooscusemmmsinnensars
Jlsssmmwssoninn NOwswmns TelePON s

Kode Pos

Contoh 12 :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS svnsisunsions
CABANG DINAS i,
Ihrcicamcmemnsmrs NO s Telepon .......ccc.oneens

Kode Pos ......

Contoh 13 ;

PEMERINTAI KABUPATEN BANDUNG

) E . ———
L} i ) O p—
It No.cvvvrerenen Telepon ............
Kode Pos ......
Contoh 14 ;
PEMIERINTAII KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN :
CABANG DINAS KECAMATAN ..ocecvevrereernens
SDN 0000000000000 0000000000
| PR RS T T .|| | S Telepon ......coceeuenn.
Kode Pos ......
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